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Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3  

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu 

(RPJMD) Tahun 2019-2024 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan daerah secara konseptual dirancang untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan dalam konstitusi. 

Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa 

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan 

Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD).  

RPJMD merupakan strategic planning pemerintahan daerah, mengingat di 

dalamnya tergambar keputusan mengenai program prioritas, indikator kinerja 

outcome, pagu indikatif, dan organisasi penanggungjawab. Proses pembuatan 

kebijakan merupakan aktivitas intelektual yang divisualisasikan sebagai 

serangkaian tahapan yang secara sekuen saling terintegrasi menurut urutan 

waktu mencakup:  

• Perumusan masalah, merupakan tahapan untuk mencurahkan 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan 

berbagai asumsi dalam mendefinisikan masalah. Pada tahap ini 

diharapkan menghasilkan asumsi-asumsi yang tersembunyi, hasil 

diagnosis faktor-faktor penyebab, memetakan tujuan, menyatukan 

pandangan-pandangan yang berbeda, sehingga melahirkan peluang 

untuk merancang kebijakan baru. 

• Peramalan, tahap ini dilakukan pada formulasi kebijakan dengan cara 

mencurahkan pengetahuan yang relevan untuk mengestimasi dampak 

yang terjadi dimasa datang, sebagai akibat dari diambilnya atau tidak 

dilakukannya suatu kebijakan dalam pencapaian tujuan, termasuk 

mengenali kendala dan dukungan politik. 

• Rekomendasi, menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan 

tentang biaya dan manfaat dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa 

datang telah diestimasi melalui peramalan yang dilakukan pada tahap 

adopsi kebijakan. Rekomendasi bermanfaat membantu mengestimasi 

tingkat resiko dari ketidakpastian, identifikasi eksternalitas, dan akibat 

ganda, menentukan kriteria dalam membuat alternatif pilihan dan 

menentukan pertanggungjawaban administratif implementasi kebijakan. 
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• Pemantauan (monitoring), menyediakan pengetahuan yang relevan dengan 

kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. 

Monitoring dilakukan selama proses implementasi kebijakan yang 

dilakukan secara teratur menggunakan berbagai indikator yang 

ditetapkan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja, 

tingkat kepatuhan, menemukan faktor penyebab dan akibat yang tidak 

diinginkan, mengantisipasi hambatan implementasi, menentukan pihak-

pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahapan kegiatan. 

• Evaluasi, membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan 

tentang perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan yang 

dihasilkan, sehingga membantu pengambilan kebijakan pada tahap 

penilaian terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya 

menghasilkan kesimpulan, tetapi mencakup informasi seberapa banyak 

masalah yang dihadapi dapat diselesaikan, diklarifikasi dan kritisi 

terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan. 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa RPJMD harus memuat kondisi 

saat ini dan meramalkan kondisi yang akan datang. Dengan demikian RPJMD 

dapat dilakukan perubahan berdasarkan keadaan tertentu. Sehubungan 

dengan itu, Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

menyatakan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:  

a.  hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan 

tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana 

pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;  

b.  hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang 

dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan  

c.  terjadi perubahan yang mendasar, yaitu terjadinya bencana alam, 

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan 

keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 

Dampak dari merebaknya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sejak 

bulan Desember tahun 2019 dan di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 

dan telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi, 

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, 

termasuk di Kabupaten Luwu. Dampak pandemi ini tidak hanya mempengaruhi 

aspek kesehatan, tetapi juga aspek lainnya seperti perekonomian, sosial 

maupun keuangan daerah. Sehingga, target pembangunan dan kerangka 

pendanaan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 mengalami 

degradasi. 

Selanjutnya, setelah RPJMD Kabupaten Luwu yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, terdapat perubahan kebijakan nasional 

di bidang perencanaan dan penganggaran maupun kebijakan lain yang 

mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain: 

1. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 

Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang 
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membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem  

keuangan yang memberikan arah terhadap penanganan dampak pandemi. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah 

sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang 

merupakan pedoman dalam perumusan kerangka pengelolaan keuangan 

daerah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang harus disinergikan 

dengan rencana pembangunan daerah; 

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 

yang mengatur tentang tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah 

daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan  Keuangan 

Daerah yang harus dipedomani dalam perumusan program pembangunan 

daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diaplikasikan dalam 

perencanaan dan penganggaran daerah; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 

yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Selain karena adanya pandemi covid 19 dan perubahan peraturan 

perundangan, perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 juga 

didasari capaian kinerja ekonomi makro pada pelaksanaan RPJMD di tahun 

2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2020 hanya sebesar 

1,30 persen (BPS, 2021), sangat jauh dari apa yang ditargetkan pada RPJMD 

Pokok yaitu sebesar 7,30 persen. Pertumbuhan yang rendah tersebut 

diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat 

besar terhadap sektor transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, dan 

jasa perusahaan.  

Selanjutnya inflasi Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sebesar 1,47 

persen, capaian tersebut masih berada dibawah yang ditargetkan pada RPJMD 

untuk tahun 2020 yaitu 3,5-4 persen. Daya beli yang masih terbatas akibat 

COVID-19 membuat tekanan permintaan diperkirakan lebih rendah dibanding 

tahun sebelumnya. Meskipun inflasi cenderung terkendali namun pengaruh 

COVID-19 tetap perlu diwaspadai.  

Terkait kondisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka 

Kabupaten Luwu tahun 2020 sebesar 5,36 persen, mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun 2019 yaitu 4,66 persen, kondisi tersebut tentunya meleset 

dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Pokok untuk tahun 2020 yaitu sebesar 
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4,36 persen. Meningkatnya tingkat pengangguran merupakan dampak dari 

pandemi Covid-19 yang menyebabkan dirumahkannya karyawan pada industry 

pengolahan serta rendahnya daya serap tenaga kerja..   

Meskipun terjadi pelambatan ekonomi, angka kemiskinan Kabupaten 

Luwu pada tahun 2020 turun sebesar 0,13 poin jika dibandingkan dengan 

tahun 2019, yaitu dari 12,78 persen menjadi 12,65 persen. Penurunan angka 

kemiskinan pada tahun 2020, dimana kondisi perekonomian global, nasional 

maupun regional mengalami pelambatan, menunjukkan bahwa penurunan 

perekonomian tidak terlalu mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berada 

pada golongan rentan miskin serta keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah 

dalam menanggulangai dampak pandemi Covid-19.   

Terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), 

berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari sejumlah 235 indikator 

yang menjadi kewenangan Kabupaten, terdapat 191 indikator yang 

dilaksanakan oleh Kabupaten Luwu . Berdasarkan persentase capaian SDGs 

pada tahun 2020 pada 17 tujuan, yang sudah dilaksanakan dan mencapai 

target 62 indikator (32,46%), yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai 

target 69 Indikator (36,13%), yang belum dilaksanakan 9 indikator (4,71%) dan 

yang tidak ada data 51 indikator (26,70%). 

Kondisi sebagaimana dikemukakan di atas menjadi alasan yang cukup 

untuk dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. 

Dengan berpedoman pada Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 yang menyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD berlaku 

mutatis mutandis terhadap tahapan perubahan RPJMD, perubahan RPJMD 

Kabupaten Luwu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Persiapan Penyusunan Perubahan RPJMD; 

2. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD;  

3. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD; 

4. Pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD; 

5. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD; dan 

6. Penetapan Perubahan RPJMD. 

Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dilakukan dengan 

tidak merubah visi dan misi Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd. dan Syukur 

Bijak, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu masa bakti Tahun 2019-2024. 

Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan tahap ke 

empat dari RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 yang menjabarkan 

beberapa sasaran pembangunan lima tahun tahap ke empat. Dokumen 

Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 selanjutnya akan 

menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan 

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana 

Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan 

yaitu untuk tahun 2022, 2023 dan 2024..  
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RPJMD 

Landasan hukum dalam penyusunan PERUBAHAN RPJMD Kabupaten 

Luwu Tahun 2019 -2024 adalah landasan konstitusional dan landasan 

operasional. Landasan konstitusional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945, sementara landasan operasionalnya didasarkan 

pada peraturan perundangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 

ayat (6);  

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  47,  Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059);  

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 149,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5068); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih 

Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5185); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang  

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 219 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6407); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata  

Penyelenggaraan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,  Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia Nomor 5941); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6056); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

26. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan Untuk Penanganan 

Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang 

membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem  

keuangan yang memberikan arah terhadap penanganan dampak pandemi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485). 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021  tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 21);  

29. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 
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32. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2008 tentang  Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di 

Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan 

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1955) sudah diubah dengan permendagri 72 Tahun 

2019; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan 

dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1540); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan  

Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan  

dan  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan  

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
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43. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan  

Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

46. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga 

Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19); 

47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 

Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 

243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi  Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Pembangunan  Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-

2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, 

Tambahan lembaran Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 

48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  (Lembaran  

Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 

49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286); 

50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 

1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);  

52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6). 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Berita 

Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 111); 
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54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 

Tahun 2019 Nomor 1). 

 

1.3 Hubungan Antar Dokumen  

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004, RPJMD (termasuk perubahannya) pada dasarnya merupakan satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk RPJMD 

kabupaten/kota, disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD kabupaten 

dan RTRW kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan 

RPJMD kabupaten/kota sekitar. RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat 

Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 

sesuai dengan tugas dan fungsinya dan juga menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. 

Selanjutnya, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Selanjutnya, Renja-PD menjadi pedoman 

dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah, 

sedangkan KUA-PPAS menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Setelah R-APBD dibahas dan 

disepakati dengan DPRD dan ditetapkan menjadi APBD, oleh perangkat daerah 

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) perangkat daerah. 

Keterkaitan RPJMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan 

dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 1.1. 

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam 
 Sistem Perencanaan Pembangunan 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan secara ringkas hubungan 

antara RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan dokumen lainnya 

sebagai berikut: 

➢  Perubahan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Luwu 

 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan 

pelaksanaan rencana pembangunan tahap keempat dari RPJPD Tahun 2005-

2025. Oleh sebab itu, penyusunan perubahan RPJMD selain memuat visi, misi, 

dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2019-2024, juga 

berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Luwu yang ditetapkan dalam RPJPD 

Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 beserta sasaran pokok dan arah kebijakan 

pembangunan pada periode yang bersangkutan.  

Keadaan ideal yang ingin diwujudkan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 

yang dituangkan dalam RPJMD adalah kemajuan, kemandirian dan 

kesejahteraan dalam nuansa religi. Keinginan ini sangat berkonstribusi bagi visi 

pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu yang penekanannya pada 

ketermukaan, kemandirian lokal dan keagamaan. Isu strategis pembangunan 

daerah Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 

2005-2025 khususnya pada tahap keempat periode 2020-2024 adalah sebagai 

berikut: 
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1. Kemajuan 

Kemajuan ditandai oleh pencapaian bidang kualitas manusia selain nilai 

indeks pembangunan manusia bidang pendidikan dan kesehatan yang 

secara kuantitatif tinggi, secara kualitatif juga mencapai taraf unggul dalam 

daya saingserta mewujudkan tatanan (choices dan voices) yang beradab dan 

semakin membawa keberkahan bagi kemanusiaan dan kehidupan secara 

umum. 

2. Kemandirian  

Kemandirian ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya pengembangan 

produk unggul hasil pengelolaan sumberdaya daerah dengan daya saing 

yang mengandalkan kandungan pengetahuan dalam produk khususnya 

produk derivasi kakao, rumput laut dan lainnya. Pada tahap ini kemandirian 

juga diitandai oleh kepemerintahan yang makin baik dengan kemandirian 

fiskal yang cukup mendukung. Keberdayaan masyarakat, dengan 

kelembagaan bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan lingkungan 

yang semakin kuat dan fungsional, juga diupayakan lebih terwujud. 

3. Kesejahteraan  

Kesejahteraan ditandai dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya 

saing, struktur perekonomian yang didominasi sektor sekunder dan tersier 

berlandaskan keunggulan kompetitif, dan kondisi sosial-politik yang 

semakin demokratis serta kebudayaan yang maju. Kesejahteraan ditandai 

oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan 

perkapita yang semakin tinggi dan merata, pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas, angka kemiskinan yang semakin rendah, transformasi 

perekonomian yang semakin memposisikan sektor industri, seiring dengan 

makin besarnya kontribusi produk UKM dan koperasi dalam perekonomian 

daerah, sebagai indikasi perwujudan kemakmuran sebagaimana menjadi 

tekanan pada RPJPN.Pada tahap ini, upaya pengelolaan lingkungan juga 

semakin signifikan dalam adaptasi dan mitigasi dampa perubahan iklim 

global.  

4. Nuansa religi yang semakin melandasi sendi-sendi kehidupan.  

Nuansa religi pada tahap ini ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya 

untuk mewujudkan kecerdasan spiritual masyarakat dimana ketertiban, 

keamanan, saling percaya dan kebajikan sosial terjelmakan sebagai 

landasan kehidupan masyarakat. Pada tahap ini, kebudayaan daerah 

semakin memanifestkan identitas daerah yang menunjukkan keunikan 

sekaligus keunggulan di tengah kompleksitas dinamika regional, nasional 

dan global. 

➢  Perubahan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Luwu  

 Penyusunan perubahan RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Luwu Tahun 

2011-2031 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan 

struktur tata ruang yang telah ditetapkan, sebagai acuan untuk mengarahkan 

lokasi kegiatan dalam Renstra-PD dan menyusun program pembangunan yang 

berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.  
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➢  Perubahan RPJMD dengan Renstra-PD  

 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 menjadi pedoman 

dalam penyusunan perubahan Renstra-PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. 

Perubahan Renstra-PD merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD yang 

berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan 

arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang 

dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang 

disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan 

dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu.  

➢  Perubahan RPJMD dengan RKPD  

 Pelaksanaan perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 

setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD termasuk perubahannya, 

sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Luwu 

yang memuat prioritas program dan kegiatan. Rancangan RKPD merupakan 

bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Daerah Kabupaten Luwu yang dilaksanakan secara berjenjang 

mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. 

➢  Perubahan RPJMD dengan RPJMN  

 Salah satu alasan dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Luwu 

tahun 2019-2024 adalah untuk mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024. 

Keterkaitan antara visi dan misi RPJMN yang tercantum dalam Peraturan 

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan RPJMD Kabupaten Luwu sebagaimana 

dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1. 

Keterkaitan Visi dan Misi antara RPJMN Tahun 2020-2024 

dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 

RPJMN Tahun 2020-2024 
Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu  

Tahun 2019-2024 

VISI 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotong Royong” 

VISI 

“Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan 

Mandiri Dalam Nuansa Religi” 

MISI MISI 

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau 

Bagi Semua Lapisan Masyarakat. 

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri 

dan Berdaya Saing 

4. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi 

Kerakyatan Melalui Pengembangan 

Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah 
Dan Perluasan Lapangan Kerja 

5. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan 

Perekonomian Daerah Yang Tangguh 
Berbasis Agribisnis. 

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 3. Meningkatkan Pembangunan 

Infrastruktur Yang Berkualitas dan 
Berkelanjutan. 

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang 
Berkelanjutan 

8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha 
Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan. 

  10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam Dan Lingkungan Serta 
Penanggulangan Bencana. 

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan 

Kepribadian Bangsa 

6. Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama 

Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten 
Luwu Yang Religius. 

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas 

Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 

9. 
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RPJMN Tahun 2020-2024 
Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu  

Tahun 2019-2024 

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan 

Memberikan Rasa Aman pada Seluruh 

Warga 

Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi 

Manusia, Untuk Mendorong Partispasi 

Publik 

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, 

Efektif dan Terpercaya 

1 Mewujudkan Pemerintahan Yang 

Profesional, Berwibawa, Amanah, 

Transparan, dan Akuntabel 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka 

Negara Kesatuan 

7 Optimaslisasi Otonomi Desa Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 

 

➢  Perubahan RPJMD dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan  

 Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 menjadi salah 

satu alasan dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-

2024. Keterkaitan antara visi dan misi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi 

Selatan dan RPJMD Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1.2. 

Keterkaitan Visi dan Misi antara Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-

2024 

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2020-2024 

Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu  

Tahun 2019-2024 

VISI 
“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, 

Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” 

VISI 
“Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan 

Mandiri Dalam Nuansa Religi” 

MISI MISI 

1. 
Mewujudkan pemerintahan yang 

berorientasi melayani dan inovatif 

1 Mewujudkan Pemerintahan Yang 

Profesional, Berwibawa, Amanah, 

Transparan, dan Akuntabel 

7. Optimaslisasi Otonomi Desa Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi 

Manusia, Untuk Mendorong Partispasi 

Publik. 

2. 
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas 

dan aksesibel 

3. Meningkatkan Pembangunan 

Infrastruktur Yang Berkualitas dan 

Berkelanjutan. 

3. 
Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi baru yang produktif 

5. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan 

Perekonomian Daerah Yang Tangguh 

Berbasis Agribisnis. 

8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha 

Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan. 

4. 
Mewujudkan kualitas manusia yang 

kompetitif, inklusif dan berkarakter 

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau 

Bagi Semua Lapisan Masyarakat. 

6. Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama 

Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten 

Luwu Yang Religius 

5. 

Meningkatkan produktivitas dan daya saing 

produk sumber daya alam yang 

berkelanjutan 

4. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi 

Kerakyatan Melalui Pengembangan 

Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah 
Dan Perluasan Lapangan Kerja 

10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam Dan Lingkungan Serta 
Penanggulangan Bencana. 

 

Rencana pembangunan tidak bermakna apa-apa jika tidak dianggarkan 

dalam rencana anggaran. Keterkaitan dokumen rencana pembangunan dan 

anggaran dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1.2. 

Bagan Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah 
 

 

Bagan alur di atas menunjukkan bagaimana dokumen rencana 

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang saling terkait hingga 

menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran. RPJPD yang ditetapkan 

dengan peraturan daerah, dilaksanakan melalui RPJMD yang juga ditetapkan 

dengan peraturan daerah, dan selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan melalui 

RKPD setiap tahun yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Untuk 

menjembatani penyusunan APBD yang akan ditetapkan dengan peraturan 

daerah, maka disepakati terlebih dahulu KUA dan PPAS yang disusun dengan 

berpedoman pada RKPD. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa RPJMD sebagai 

dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, 

sejajar dan saling berhubungan dengan APBD yang juga ditetapkan dengan 

peraturan daerah. Sehingga, evaluasi R-APBD merupakan kegiatan yang 

dimaksudkan untuk menguji kesesuaian R-APBD dengan KUA dan PPAS, RKPD 

dan RPJMD, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-

2024 adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu 

sebagai bentuk respon terhadap janji politik dan aspirasi masyarakat yang 

diwujudkan melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan 

pembangunan daerah serta program pembangunan daerah sesuai dengan 

kebutuhan saat ini dan di masa datang. Disamping itu, penyusunan RPJMD 

juga dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 

2005-2025 serta untuk memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan 

daerah yang lebih efektif dan efisien. 

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-

2024 adalah untuk menyediakan dokumen daerah yang akan dijadikan sebagai: 

1. Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra-PD berupa 

program dan kegiatan yang mendukung pencapaian RPJMD serta 
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peningkatan kinerja pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan daerah 

sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. 

2. Instrumen penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. 

3. Instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 

kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi 

masyarakat serta pencapaian target kinerja program pembangunan daerah. 

4. Instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program 

pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas 

daerah dan prioritas nasional. 

5. Pedoman bagi stakeholder dalam mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah. 

6. Dasar bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Luwu berdasarkan 

tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan 

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyajian Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-

2024 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, 

dengan struktur sebagai berikut: 

BAB  I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan 

RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan 

perubahan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen 

perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan perubahan 

RPJMD serta sistematika penulisan perubahan RPJMD. 

BAB  II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, 

gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan 

demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan 

umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator 

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-

aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan 

berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan 

berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan 

gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu 

strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala 

daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.. 

BAB  III  : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap 

pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan, 

kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan jangka 

menengah daerah. 
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BAB  IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

Menguraikan permasalahan utama pembangunan daerah maupun 

permasalahan menurut bidang urusan pemerintahan, serta isu-isu 

strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi 

dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-

butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja 

pembangunan Kabupaten Luwu dalam 5 (lima) tahun mendatang. 

BAB  V  : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

Menguraikan tentang visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Luwu 

Tahun 2019-2024, serta perumusan tujuan dan sasaran yang 

hendak dicapai kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Luwu 

hingga akhir periode RPJMD ini. 

BAB  VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan 

sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu 

diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah 

kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan 

dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. 

Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program 

prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang 

dipilih. 

BAB  VII  : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH 

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi 

serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA 

Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja, pagu 

indikatif, serta Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan 

bidang urusan. 

BAB  VIII  : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Memuat indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran 

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator 

Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja 

Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. 

BAB  IX  : PENUTUP 

Bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan 

dari Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. 

Pedoman transisi merupakan penjelasan terhadap penyusunan 

RKPD sepanjang belum ditetapkannya RPJMD, disusun untuk 

menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah jangka menengah dengan memasukan program-program 

yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai 
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selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil 

monitoring dan evaluasi. 

Adapun kaidah pelaksanaan adalah penjelasan tentang bagaimana 

Perubahan RPJMD ini dilaksanakan, dikendalikan dan dievaluasi 

pada setiap tahun anggaran, serta tugas dan tanggung jawab 

seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam mewujudkan 

tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan 

RPJMD ini. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

Gambaran umum kondisi daerah penting dikemukakan sebagai landasan 

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.Gambaran umum kondisi 

daerah menjelaskan mengenai kondisi geografi dan demografi serta aspek–aspek 

pembangunan daerah, yaitu kesejahteraan masyarakat, daya saing dan 

pelayanan umum. 

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 

Pemahan tentang kondisi dan potensi sumberdaya alam serta 

kependudukan suatu daerah dapat dicermati dari aspek geografi dan demografi. 

Uraian kondisi geografi diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai 

karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah 

rawan bencana. 

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

Kabupaten Luwu adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang 

ber Ibukota di Belopa dan diresmikan sejak 13 Februari 2006. Kabupaten Luwu 

memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang 

dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang 

terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal 

dengan sebutan WALMAS. 

Kabupaten Luwu memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah 

yang cukup besar, yaitu kurang lebih 3.000,25 km2, merupakan kabupaten 

terbesar keempat di Sulawesi Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo 

Sebelah Timur : Teluk Bone 

Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidenreng Rappang 

Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang 

Secara administrasi, sejak tahun 2017 Kabupaten Luwu terdiri dari 22 

kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan 

Latimojong adalah Kecamatan terluas yaitu mencapai sekitar 467,75 km2 atau 

15,59% dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang 

Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km2 

atau 8,66% dan 247,13 km2 atau 8,24%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki 

luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara yaitu kurang lebih 34,73 

km2 atau hanya sekitar 1,16%. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan 

Luas masing-masing Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

20 Juni 2021 



Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-2 

Tabel 2.1.  

Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan 

Kabupaten Luwu Tahun 2020 

No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Desa Kelurahan 

Luas 

Wilayah 

(Km²) 

% 

1 Larompong Larompong 12 1 225,25 7,51 

2 Larompong Selatan Bonepute 9 1 131,00 4,37 

3 Suli Suli 12 1 81,75 2,72 

4 Suli Barat Lindajang 7 1 153,50 5,12 

5 Belopa Tampumia Radda 5 4 59,26 1,98 

6 Kamanre Cilallang 7 1 52,44 1,75 

7 Belopa Utara Pammanu 6 2 34,73 1,16 

8 Bajo Bajo 11 1 68,52 2,28 

9 Bajo Barat Bonelemo 9 - 66,30 2,21 

10 Bassesangtempe Lissaga 12 - 178,12 5,94 

11 Latimojong Kadundung 12 - 467,75 15,59 

12 Bassesangtempe Utara Pantilang 12 - 122,88 4,10 

13 Bupon Noling 9 1 182,67 6,09 

14 Ponrang Padangsappa 8 2 107,09 3,57 

15 Ponrang Selatan Pattedong 12 1 99,98 3,33 

16 Bua Bua 14 1 204,01 6,80 

17 Walenrang Batusitanduk 8 1 94,60 3,15 

18 Walenrang Timur Tabah 8 - 63,65 2,12 

19 Lamasi Lamasi 9 1 42,20 1,41 

20 Walenrang Utara Bosso 10 1 259,77 8,66 

21 Walenrang Barat Ilan Batu 6 - 247,13 8,24 

22 Lamasi Timur To’lemo 9 - 57,65 1,92 

JUMLAH 207 20 3.000,25 100 

Sumber: BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2021. 

 

Secara geografis Kabupaten Luwu berada pada antara 2°3’45” - 3°37’30” 

LS dan 119°15” - 121°43’11” BB. Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Pada Tahun 1999 wilayah Kabupaten 

Luwu mengalami perubahan dengan pembentukan Kabupaten Luwu Utara 

berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1999. Selanjutnya, wilayah Kabupaten Luwu 

berubah Kembali dengan terbentuknya Kota Palopo berdasarkan UU Nomor 11 

Tahun 2002. Wilayah Kabupaten Luwu menempati bagian Utara dan Timur 

Provinsi Sulawesi Selatan, jarak dari ibu kota Provinsi yakni Makassar sekitar 

300 km. 

Letak Kabupaten Luwu sangat strategis karena wilayahnya berbatasan 

dengan lima Kabupaten dan satu Teluk, memiliki garis pantai sepanjang 139,92 

km, dengan luas wilayah pegunungan 63,99% serta wilayah dataran dan pesisir 

seluas 36,01%. Disamping itu, Kabupaten Luwu dilintasi oleh Trans Sulawesi 

yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan 

Sulawesi Tengah, didukung pula dengan adanya pengembangan pelabuhan 

Taddatta, Ulo-Ulo, dan Balambang, serta keberadaan Bandara Bua yang terus 

dikembangkan kapasitasnya dari tahun ketahun. 
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Gambar 2.1.  

Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Luwu 

 
Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu,  

Tahun 2020. 

 

 

2.1.2. Topografi 

Kondisi topografis Kabupaten Luwu terdiri dari wilayah dengan ketinggian 

0-25 meter (dpl) sebesar 19,42%, ketinggian 25-100 meter (dpl) sebesar 

16,58%,ketinggian 100-500 m (dpl) sebesar 22,03%, ketinggian 500-1000 m(dpl) 

sebesar 18,34%, dan wilayah yang berada pada ketinggian diatas 1000 meter 

(dpl) adalah sebesar 23,62%. Kondisi kemiringan tanah mempunyai pengaruh 

sangat besar dalam pemanfaatan lahan. Berdasarkan tingkat kemiringan tanah 

dan lahan, wilayah Kabupaten Luwu dapat dikelompokkan kedalam 5 kelompok 

kemiringan, yaitu 0-8% sebesar 42.094,88 Ha, 8-15% sebesar 29.696,28 Ha,15-

25% sebesar 8245,50 Ha, 25-40% sebesar 22.297,60 Ha, dan 40% sebesar 

197.690,77 Ha.  

Topografi wilayah Kabupaten Luwu selengkapnya sebagaimana pada tabel 

berikut. 
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Tabel 2.2.  

Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Ketinggiannya Tahun 2019 

No Kecamatan 

Ketinggian Wilayah (Ha) 

0-25  

m (dpl) 

25-100  

m (dpl) 

100-500  

m (dpl) 

500-1000  

m (dpl) 

1000  

m (dpl) 

1 Larompong 1.807,54 3.944,92 9.479,15 3.728,15 3.563,43 

2 Larompong Selatan 2.776,64 4.760,38 4.636,21 926,09 - 

3 Suli 4.080,06 3.057,23 1.034,03 - - 

4 Suli Barat 121,38 3.338,78 3.806,05 3.939,32 4.143,98 

5 Belopa 4.716,05 1.207,83 - - - 

6 Kamanre 4.975,49 265,37 - - - 

7 Belopa Utara 3.471,66 - - - - 

8 Bajo 1.896,63 2.311,73 2.642,47 - - 

9 Bajo Barat 316,83 - 2.268,42 2.468,06 234,15 

10 Bassesangtempe - - 9.523,52 - 8.289,18 

11 Latimojong - - 6.524,25 8.964,08 31.285,45 

12 Bassesangtempe Utara - - - 12.285,84 - 

13 Bupon 1.969,25 5.306,79 7.440,40 3.547,47 - 

14 Ponrang 5.864,46 1.716,70 1.348,64 1.779,23 - 

15 Ponrang Selatan 9.996,12 - - - - 

16 Bua 6.105,67 4.274,99 4.445,76 5.573,21 - 

17 Walenrang - 4.310,23 1.943,32 2.144,70 1.060,15 

18 Walenrang Timur 4.086,96 2.277,59 - - - 

19 Lamasi 913,66 3.017,60 287,80 - - 

20 Walenrang Utara - 8.012,55 10.300,64 6.701,78 960,23 

21 Walerang Barat - - 322,93 3.125,62 21.261,67 

22 Lamasi Timur 5.162,26 600,61 - - - 

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik 2020. 

 

2.1.3. Geologi 

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Kabupaten Luwu banyak 

dipengaruhi oleh pegunungan Latimojong dan Teluk Bone, jenis tanah yang 

terdapat yakni tanah Aluvial dengan luasan 40.246,11 ha, tanah Latusol dengan 

luasan 30.989,34, tanah Mediteran dengan luasan 41.937,38, tanah Gromisol 

dengan luasan 114.967,97 ha, dan tanah Podlosik dengan luasan 66.526,79 ha. 

Selain tanah juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, 

kalsit, dan batu gunung/batu kali. Untuk jenis galian terdapat potensi tambang 

emas di Kecamatan Latimojong, Walenrang Utara, Batu Gamping di Kecamatan 

Latimojong, Walenrang, Lamasi, Granodiorit di Kecamatan Bajo, Rijang (Chert) 

di Kecamatan Latimojong, Kuarsa di Kecamatan Walenrang, Batu Sabak di 

Kecamatan Latimojong, Bajo Barat, Andesit di Kecamatan Bajo, Basalt di 

Kecamatan Latimojong, Bajo, Gabro di Kecamatan Latimojong, Diorit di 

Kecamatan Latimojong, Monzonit di Kecamatan Latimojong, Larompong, Besi di 

Kecamatan Bajo di Kecamatan Larompong Suli, Lempung di Kecamatan Bajo. 
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Grafik 2.1.  

Jenis Tanah di Kabupaten Luwu  

 

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. 

 

Kabupaten Luwu mempunyai 2 (dua) potensi sumber daya logam dan 

sumber daya non logam, yaitu GALENA dengan potensi cadangan diperkirakan 

1.800.000 ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Walenrang Barat, BESI 

dengan potensi cadangan belum diketahui persis, terdapat di Kecamatan Bajo 

Barat dan Walenrang, Hematit dengan potensi cadangan diperkirakan mencapai 

jutaan ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Bajo Barat, 

TEMBAGA yang terdapat di Kecamatan Walenrang Barat dan Kecamatan 

Latimojong, BESIMANGANIS dengan potensi masih bersifat indikasi dan masih 

perlu dilokalisir, terdapat di Kecamatan Suli, dan EMAS yaitu: 

- Potensi cadangan sebesar 1.45-18.84 g/Ton (hasil analisa laboratorium) 

terdapat di Kecamatan Latimojong. 

- Potensi cadangan sebesar 35-37 ppb terdapat di Kecamatan Walenrang 

Timur. 

- Potensi cadangan sebesar 13 ppm terdapat di Kecamatan Walenrang Barat. 

- Potensi cadangan sebesar 122.08-29.08 ppm terdapat di Kecamatan Suli 

Barat. 

Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut 

belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang 

pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan 

pembangunan. 
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2.1.4. Hidrologi 

Potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu tergolong 

baik dimana terdapat 11 sungai yang cukup besar dan panjang, yang mengalir 

dari arah barat kearah timur atau ke wilayah Teluk Bone. Kesebelas sungai 

tersebut masing-masing adalah Sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan 

Walenrang Barat, Walenrang dan Kecamatan Lamasi, Sungai Makawa melintasi 

Kecamatan Lamasi Timur, Sungai Bua melintasi Kecamatan Bua, Sungai 

Pareman melintasi Kecamatan Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan dan 

Kecamatan Kamanre, Sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo Barat, Bajo dan 

Kecamatan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan 

Suli, Sungai Larompong melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Tembo'e 

melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Rantebelu melintasi 

Kecamatan Larompong, Sungai Sampano melintasi Kecamatan Larompong 

Selatan, Sungai Kandoa (Balambang) melintasi Kecamatan Bua. Dari 11 sungai 

tersebut yang terpanjang adalah Sungai Pareman (Noling) dengan panjang 

tercatat sekitar 73 km. Sepuluh sungai lainnya panjangnya tercatat sekitar 12 

- 69 km. Dengan potensi sungai tersebut di atas sangat bermanfaat untuk 

digunakan sebagai sumber air baku, pengairan persawahan, perkebunan, 

pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan sarana transportasi. 

2.1.5. Klimatologi 

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, 

dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan 

beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Secara umum Kabupaten 

Luwu beriklim tropis basah dan terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan 

dan musim kemarau. Intensitas curah hujan termasuk sedang. Curah hujan 

berkisar antara 2000 mm - 4000 mm pertahun. Suhu udara rata-rata berkisar 

antara 30,6ºC - 31,6ºC pada musim kemarau dan antara 25ºC - 28ºC pada 

musim penghujan. Untuk wilayah bagian utara (WAL-MAS) musim hujan jatuh 

pada bulan Oktober sampai bulan Maret, sedangkan wilayah bagian selatan 

(dari Kecamatan Bua sampai Kecamatan Larompong Selatan) musim hujan 

jatuh pada bulan April sampai dengan bulan September. Dalam beberapa tahun 

terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Luwu kadang tidak menentu. Pada 

bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada 

hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya 

kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang, rata-rata 

curah hujan selama tahun 2019 berkisar 154,92 mm per bulan. 

Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan 

oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum Kabupaten 

Luwu beriklim tropik dengan temperature udara pada tahun 2019 berkisar dari 

21,84ºC sampai dengan 34,06ºC. Pada Daerah pegunungan yakni Kecamatan 

Latimojong, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara, Walenrang Barat pada 

umumnya suhu lebih rendah yakni berkisar 21,84ºC sampai dengan 30ºC 

sehingga di daerah tersebut berpotensi untuk dijadikan kawasan sentra 

hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata.  
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Kecepatan angin di Kabupaten Luwu berkisar antara 3 sampai 23 knot. 

Kecepatan angin terkadang tinggi pada musim peralihan dengan arah angin 

barat yang mempengaruhi masyarakat pesisir dengan pekerjaan nelayan yang 

batal melaut dan masyarakat pegunungan yang memiliki pertanian perkebunan 

pada daerah dataran tinggi dimana sering terjadinya tanaman produksi yang 

tumbang khususnya tanaman cengkeh serta masyarakat dataran yang memiliki 

persawahan yang terkadang tanaman padi mereka rebah sehinnga kwalitas dan 

kwantitas hasil produksinya menurun. 

2.1.6. Penggunan Lahan  

Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Luwu Tahun 2015 tidak 

berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Dari seluruh luas lahan yang ada di 

Kabupaten Luwu 52,01% digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/ 

kebun/ ladang/ huma, tambak, kolam/tebat/empang, sawah, lahan untuk 

tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara dan swasta. Sedangkan sisanya 

digunakan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, 

padang rumput serta lahan yang sementara tidak digunakan. Pada tahun 2015 

luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian di Kabupaten Luwu 

mencapai 300.025 Ha, sedangkan luas lahan yang tidak diusahakan untuk 

pertanian sebesar 31.048,10 Ha. Dari 300.025 Ha lahan pertanian tersebut, 

38.429 Ha diantaranya merupakan lahan sawah, dan selebihnya merupakan 

lahan bukan sawah atau 230.547 Ha. 

Pada wilayah pesisir terdapat terumbu karang dengan kedalaman antara 

10-15 meter, namun arealnya sedikit berkurang akibat terjadinya perubahan 

iklim. Untuk itu kegiatan mitigasi mulai dilakukan dengan transplansi karang 

di beberapa wilayah pesisir Teluk Bone. Penggunaan lahan pada wilayah ini 

adalah untuk areal budidaya rumput laut. Kemudian pada wilayah peralihan 

terdapat ekosistem mangrove yang merupakan peralihan atau gabungan antara 

ekosistem darat dan laut dimana terdapat habitat berbagai jenis burung, 

primata, reptil dan berbagai jenis habitat lainnya. Kegiatan masyarakat pada 

wilayah tersebut adalah budidaya tambak dengan luas areal pada tahun 2012 

tercatat sekitar 10.041,40 Ha. 

Pada wilayah pegunungan peruntukan penggunaan lahan lebih banyak 

digunakan sebagai kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya 

non kehutanan (KBNK). Dalam KBK terdapat sebagian kecil areal persawahan 

terasering, dan hamparan tempat memelihara hewan ternak (sapi, kerbau, 

kambing dll). 

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah 

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (RTRW) berdasarkan deskripsi 

karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan. Pengembangan kawasan pada beberapa sektor harus sesuai 

dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 

berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang 

dengan rencana tata ruang kabupaten, menghindari penggunaan lahan yang 
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tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian 

peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah 

dampak pembangunan yang merugikan kepentingan umum. 

Pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kawasan 

Kabupaten Luwu dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 

2011. Adapun potensi pengembangan wilayah yang perlu menjadi perhatian 

adalah sebagai berikut: 

1. Kawasan lindung tersebar di 19 kecamatan dengan luas kurang lebih 

85.371,63 Ha diluar kawasan hutan mangrove dan luasan kawasan hutan 

mangrove kurang lebih 4.372 Ha. 

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 

berupa kawasan resepan air terdapat di Kecamatan Walenrang Utara dan 

Lamasi Timur dengan luas kurang lebih 1.000 Ha. 

3. Kawasan perlindungan setempat, kawasan sempadan pantai; dan kawasan 

sempadan sungai. Kawasan sempadan pantai terdapat di Kecamatan 

Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, 

Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur dengan 

Panjang Kurang Lebih 116,161 Kilometer dengan ketentuan daratan 

sepanjang tepian laut minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi 

kearah darat. Kawasan sempadan sungai terdapat di sungai Noling, Bajo, 

Suli, Larompong, Tembo’e, Bua, Lamasi dan Makawa. Dikawasan 

permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk 

dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter. 

4. Kawasan cagar budaya terdiri atas kawasan cagar budaya Lapandoso 

terdapat di Kecamatan Bua; kawasan cagar budaya Meriam Kuno terdapat 

di Kecamatan Suli; kawasan cagar budaya Ayam Puang Ritede, cagar budaya 

Bubun Lamu; cagar budaya Benteng Tajojok, cagar budaya Awa’tondong, 

cagar budaya Pantilang; cagar budaya Loko Maindo terdapat di Kecamatan 

Bastem; kawasan cagar budaya Bukit Kamanre terdapat di Kecamatan 

Kamanre; kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling terdapat di 

Kecamatan Bupon; kawasan cagar budaya Kaili terdapat di Kecamatan Suli 

Barat; dan kawasan cagar budaya Patung Batu Pemburu terdapat di 

Kecamatan Walenrang Barat. 

5. Kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi; kawasan 

peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan 

peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan 

peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan 

peruntukan lainnya. 

6. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi 

terbatas, dan kawasan hutan produksi tetap. Untuk kawasan hutan 

produksi terbatas terdapat di Kecamatan Walenrang Barat, Bastem, Bua, 

Bupon dan Ponrang dengan luas kurang lebih 5.122,08 Ha. Sedangkan 

untuk kawasan hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bastem, Bua, 
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Bupon, Latimojong, Ponrang dan Walenrang Utara dengan luas kurang lebih 

18.349,7 Ha. 

7. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: 

a. kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap wilayah 

kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan 

berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 52.738 Ha. 

b. kawasan pertanian hortikultura terdapat di setiap wilayah kecamatan 

kurang lebih 7.953 Ha. 

c. kawasan perkebunan terdiri dari kawasan pengembangan:  

1) Kakao dengan luas kurang lebih 36.762 Ha tersebar di seluruh 

wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu;  

2) Kelapa dengan luas kurang lebih 4.711 Ha tersebar di seluruh 

wilayah Kecamatan Kabupaten Luwu;  

3) Cengkeh dengan luas kurang lebih 14.280 Ha tersebar di wilayah 

Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, 

Belopa Utara, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Ponrang, 

Bupon, Bua, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan 

Walenrang Utara;  

4) Kopi dengan luas kurang lebih 4.627 Ha tersebar di wilayah 

Kecamatan Bastem dan Latimojong;  

5) Lada dengan luas kurang lebih 321 Ha tersebar di wilayah 

Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Suli Barat, Bajo, 

Bajo Barat, Latimojong dan Bastem;  

6) Sagu dengan luas kurang lebih 1.462 Ha tersebar di wilayah 

Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, 

Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Ponrang, 

Ponrang Selatan, Bupon, Bua, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, 

Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; dan  

7) komoditas lain-lain dengan luas kurang lebih 2.833 Ha. 

d. kawasan peternakan terdapat di setiap wilayah kecamatan. 

8. Kawasan peruntukan Perikanan terdiri atas: 

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Teluk Bone 

meliputi: Kecamatan Belopa, Larompong Selatan, Bua, Ponrang, Ponrang 

Selatan, Larompong dan Suli; 

b. Kawasan peruntukan budi daya perikanan terdiri atas rumput laut di 

Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang 

Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan 

Lamasi Timur; udang di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, 

Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, 

Walenrang Timur dan Lamasi Timur; ikan Bandeng di Kecamatan 

Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, 

Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; 
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dan ikan Mas di Kecamatan Bajo, Suli Barat, Bupon, Walenrang dan 

Lamasi; dan 

c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di Kecamatan 

Larompong, Suli, Ponrang Selatan dan Bua. 

9. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas: 

a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara 

meliputi kecamatan Walenrang Utara ,Walenrang Barat, Walenrang, 

Bastem, Latimojong, Bajo Barat, Suli Barat, Larompong, Bupon dan Bua. 

b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi 

kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, 

Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, 

Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, 

Larompong dan Larompong Selatan. 

c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan meliputi 

kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, 

Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, 

Belopa ,Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Larompong dan 

Larompong Selatan. 

d. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. berada di 

Teluk Bone Utara. 

10. Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensi 

dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi : 

a. Kawasan industri menengah meliputi: kawasan potensi usaha industri 

di kecamatan Bua dan Walenrang; 

b. Kawasan industri kecil meliputi: kawasan potensi usaha industri di 

kecamatan Belopa, Suli, Suli Barat, Bajo Barat, Bupon, Ponrang, 

Ponrang Selatan, Larompong Selatan, Walenrang Barat, Walenrang 

Timur, Walenrang Utara, dan Lamasi Timur; dan  

c. Kawasan industri mikro meliputi: kawasan potensi usaha industri di 

Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo 

Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, 

Bupon, Bua, Latimojong, Bastem, Walenrang, Walenrang Timur, 

Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi,LamasiTimur.  

11. Kawasan peruntukan pemukiman terdiri atas : 

a. Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan terdiri dari kurang lebih 

4.464 Ha tersebar di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Larompong 

Selatan, Larompong, Suli, Kamanre, Bajo, Ponrang, Ponrang Selatan, 

Bua, Walenrang dan Lamasi; 

b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan terdiri dari atas kurang 

lebih 2.773 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten 

Luwu kecuali Kecamatan Belopa dan Belopa Utara. 

12. Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan peruntukan pertahanan dan 

keamanan terdiri atas: 

a.  Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Larompong; 

b.  Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Suli; 
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c.  Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Belopa; 

d.  Kawasan Wilayah pertahanan KORAMIL Bajo; 

e.  Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Bastem; 

f. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Ponrang;dan 

g.  Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Walenrang.  

Selain potensi pemgembangan wilayah yang telah disebutkan di atas 

masih dapat dilakukan beberapa terobosan pemanfaatan kawasan namun 

demikian diperlukan kajian komprehensif lebih lanjut dengan memperhatikan 

kondisi lingkungan setempat dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak 

yang terkait. Namun kemungkinan adanya gangguan terhadap kawasan 

tersebut perlu terus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk gangguan yang 

sering terjadi adalah kebakaran hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan dan 

lainnya. 

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana  

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

factor alam dan atau faktor non alam maup unfactor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda dan dampak psikologis. Didalam menyusun suatu perencanaan, aspek 

rawan bencana perlu diperhatikan dalam rangka memberikan perlindungan 

kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. 

Setiap daerah itu memiliki potensi bencana berbeda, termasuk Kabupaten 

Luwu. Mengamati kondisi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini potensi 

terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang 

dan lain-lain masih cukup tinggi. Sesuai dengan karakteristik Kabupaten Luwu, 

beberapa daerah merupakan daerah rawan tanah longsor, banjir, abrasi, angin 

kencang dan lain-lain: 

a. Tanah longsor (landslide) merupakan salah satu bentuk erosi yang 

pengangkutan atau pemindahan masa tanahnya terjadi pada suatu saat 

secara tiba-tiba dalam volume yang besar (sekaligus). Untuk Kabupaten 

Luwu kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan 

Latimojong, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Suli Barat, 

Bastem, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat; 

b. Banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relative lebih besar dari 

biasanya/ normal akibat hujan yang turun di hulu atau disuatu tempat 

tertentu secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur 

sungai yang ada,maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah 

sekitarnya. Banjir merupakan suatu peristiwa alam biasa, kemudian 

menjadi suatu masalah apabila sudah mengganggu kehidupan dan 

penghidupan manusia serta mengancam keselamatan. Kawasan rawan 

bencana banjir di Kabupten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong 

Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Kamanre, Ponrang, 

Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; 



Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-12 

c. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus 

laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. 

Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya 

keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa 

disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai 

penyebab utama abrasi adapun kawasan rawan abrasi di Kabupaten Luwu 

terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa 

Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan 

Lamasi Timur; 

d. Angin kencang adalah angin dibuat oleh area udara yang dingin secara 

signifikan akibat hujan, setelah mencapai permukaan tanah, menyebar ke 

segala arah memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado, angin 

dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana 

menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai 

dengan hujan sangat sedikit, sementara angin kencang basah diciptakan 

oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi. Daerah rawan 

bencanaanginkencang di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan 

Larompong Selatan, Larompong, Suli Barat, Ponrang Selatan, Bua, 

Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara dan Walenrang Barat dan 

Walenrang Utara. 

 Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam perlu dilakukan 

rehabilitasi hutan dan lahan, perbaikan kondisi hutan atau tutupan vegetasi 

permanen dapat berfungsi mengikat tanah selain menahan laju aliran (run-off) 

sehingga dapat mengurangi tanah longsor, banjir maupun abrasi pantai; 

Perencanaan bangunan teknik sipil dapat diarahkan untuk mengurangi beban 

alami, seperti tekanan aliran; Penggunaan lahan seperti pemukiman, 

persawahan ataupun pembangunan embung seharusnya diaplikasikan 

menyesuaikan kondisi alam sehingga dapat dicapai keseimbangan alam yang 

berkualitas, dan yang terpenting adalah penataan hukum mengenai lingkungan 

hidup dan peran serta masyarakaat dalam mengelolah lingkungan hidup. 

 Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk tujuan tersebut diatas 

adalah dengan melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan 

pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Untuk dapat 

mewujudkan program tersebut, maka dipandang perlu untuk menilai 

kerawanan bencana tiap-tiap kecamatan. 

2.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan sesuai Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah 

kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan 

makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan 

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang 

masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan 

dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan 

kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. 
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Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung 

lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap 

lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. 

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya 

dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap 

digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis 

pada potensi lingkungan seperti kapasitas bio ekologi, kapasitas lahan, air, dan 

udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis 

potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara 

komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial 

kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi 

ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan 

kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi 

karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan 

kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan 

metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa 

ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem 

dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu 

ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung 

lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu 

berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang 

dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti 

kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, 

produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa 

lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air 

bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan 

nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung 

lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu: Jasa penyediaan 

(provisioning); Jasa pengaturan (regulating); Jasa budaya (cultural); Jasa 

pendukung (supporting). 

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai 

jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan 

atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang 

dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek 

perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan 

lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai 

kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan 

lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan 

rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi 

wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan. 

Kajian daya dukung Kabupaten Luwu menyajikan daya dukung yang 

berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung 

ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Luwu. Sementara untuk jasa 
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ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah 

Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem. 

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan 

atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya 

secara lestari. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada 

setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2.3.  

Skema Hubungan antara Kelas Kemampuan Lahan  

dengan Intensitas dan Macam penggunaan Lahan 

  
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. 

Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut: Kelas I, tanah pada 

kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki risiko kerusakan yang 

kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk 

segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, 

solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan 

responsif terhadap pemupukan. 

Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang 

dapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan 

tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini 

membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan 

konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara 

dalam tanah. 

Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas 

daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian 

akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit 

baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaannya. Faktor-faktor pembatas 

pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka 

terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum 

dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktivitas tanah 

rendah dan sulit untuk diperbaiki. 
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Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih 

besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan/jenis tanaman yang 

diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang 

cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainasenya 

jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah. 

Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak 

cekung, selalu basah/ tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas 

permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha 

pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan 

vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan. 

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai 

lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/ telah mengalami erosi 

yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas 

ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi 

permanen. 

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, 

telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini 

hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen. 

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, 

permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan singkapan/ tanah 

pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami 

dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).  

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di 

Kabupaten Luwu. Hasilnya adalah sebesar 2,16% luas lahan kelas II, 0,19% 

luas lahan kelas III, 23,18% luas lahan kelas V, 72,81 % luas lahan kelas VI, 

dan 1,66% luas lahan kelas VIII. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

lahan di Kabupaten Luwu terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang 

cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat 

berat/mempunyai sokum yang sangat dangkal.l 

Tabel 2.4.  

Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Luwu 

Tahun 2019 

 
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. 

 

 

 

Kelas Luas (Ha) Persentase (%)

II 6.598,23 2,16

III 586,68 0,19

V 70.722,59 23,18

VI 222.178,74 72,81

VIII 5.057,54 1,66
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Sebaran kelas kemampuan lahan setiap kecamatan diperlihatkan pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 2.5.  

Kelas Kemampuan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2019 

Kecamatan 
Satua

n 

Kelas 

II III V VI VIII 

BAJO Ha 653,32  2.458,58 2.785,86  

BAJO BARAT Ha 365,61  1.416,53 8.867,36  

BASSESANGTEMPE 
Ha 

   
48.830,6

9 
 

BELOPA Ha 141,01  2.547,92 549,86  

BELOPA UTARA Ha   3.095,57   

BUA 
Ha 

1.430,98  4.626,72 
12.791,9

0 
85,74 

BUPON 
Ha 

1.058,52  3.345,38 
11.212,4

6 
180,42 

KAMANRE Ha   4.756,22  489,35 

LAMASI Ha   3.907,47  351,68 

LAMASI TIMUR Ha   6.556,58   

LAROMPONG 
Ha 

 426,90 2.437,83 
21.725,7

8 
 

LAROMPONG 

SELATAN 

Ha 
2.254,84 159,78 820,24 6.383,72  

LATIMOJONG 
Ha 

   
34.170,8

7 
 

PONRANG Ha 85,56  6.970,57 3.981,83  

PONRANG SELATAN Ha   9.761,45   

SULI Ha 432,33  4.599,79 3.010,36  

SULI BARAT Ha 
  743,81 

18.289,7
1 

 

WALENRANG Ha   2.781,23 1.479,65 51,92 

WALENRANG 
TIMUR 

Ha 
  80,13 

30.762,2
4 

 

WALENRANG 
UTARA 

Ha 
  6.601,84 93,85  

WALERANG BARAT 
Ha 

176,07  3.214,72 
17.242,5

8 
3.898,43 

Total 
Ha 6.598,2

3 
586,68 

70.722,

59 

222.178

,74 

5.057,5

4 

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. 

 

Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, 

lahan di Kabupaten Luwu umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan 

tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi 

drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air, terletak pada lereng 

yang agak curam, ancaman erosi berat, hanya cocok untuk tanaman permanen 

atau dihutankan. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan 

pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, 

menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah 

bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau 

kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur 

tanah yang kurang baik. 

Berdasarkan tabel di atas, daerah yang tidak sesuai dengan 

pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat 

pada Kecamatan Bassesangtempe (48.830,69 ha), Kecamatan Latimojong 

(34.170,87 ha), Kecamatan Walenrang Barat (30.762,24 ha) dan beberapa 
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kecamatan lainnya. Hasil ini menujukkan bahwa sebagian besar lahan di 

Kabupaten Luwu terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup 

curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat 

berat/mempunyai solum yang sangat dangkal. 

Gambar 2.2.  
Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Luwu, Tahun 2019 

 
Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu 

Tahun 2020. 

 
 

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang 

datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan 

pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem 

penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (suplay) dan kebutuhan 

(demand) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi 

tinggi dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang 

menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih 

dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan 

air bersih di Kabupaten Luwu diperlihatkan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.6.  

Status Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih  

di Kabupaten Luwu Tahun 2017 

 
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. 

 

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air 

di Kabupaten Luwu sebesar 282.444.080,16 m3/tahun, sementara kebutuhan 

sebesar 42.956.580,63 m3/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 

239.487.499,53 m3/tahun, hal ini berarti ambang batas terhadap daya dukung 

penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan 

kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar 

terdapat pada Kecamatan Latimojong (27.327.926,79 m3/Tahun), dan 

Bassesangtempe (27.291.878,07 m3/Tahun). Hal ini dapat dipahami 

dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan 

lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan. 

Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat 

pada Kecamatan Belopa (4.244.621,92 m3/tahun). 

Ketersediaan Kebutuhan Selisih

BAJO 6.951.306,55 1.002.820,71 5.948.485,84

BAJO BARAT 7.818.874,17 170.558,30 7.648.315,88

BASSESANGTEMPE 32.564.862,62 5.272.984,55 27.291.878,07

BELOPA 5.227.987,77 983.365,85 4.244.621,92

BELOPA UTARA 5.365.864,11 1.027.169,13 4.338.694,98

BUA 15.450.151,80 3.720.772,77 11.729.379,03

BUAPONRANG 13.472.313,49 2.457.519,45 11.014.794,04

KAMANRE 9.040.440,19 1.219.569,39 7.820.870,80

LAMASI 8.376.108,13 1.890.821,91 6.485.286,22

LAMASI TIMUR 8.264.462,71 2.146.957,74 6.117.504,97

LAROMPONG 18.103.380,17 3.072.078,35 15.031.301,82

LAROMPONG SELATAN 9.308.859,54 2.077.731,84 7.231.127,70

LATIMOJONG 28.519.566,67 1.191.640,32 27.327.926,35

PONRANG 13.125.524,42 3.119.581,64 10.005.942,79

PONRANG SELATAN 14.353.214,09 2.606.116,43 11.747.097,66

SULI 8.032.471,92 787.384,94 7.245.086,99

SULI BARAT 13.802.335,39 1.610.218,31 12.192.117,09

WALENRANG 6.145.939,95 1.899.296,12 4.246.643,84

WALENRANG BARAT 24.252.097,57 3.037.823,46 21.214.274,11

WALENRANG TIMUR 10.142.069,02 2.159.490,02 7.982.579,00

WALENRANG UTARA 24.126.249,87 1.502.679,45 22.623.570,42

Total 282.444.080,16 42.956.580,63 239.487.499,53

Status Air Tahun 2017 (m3/tahun)
Kecamatan
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Gambar 2.3.  

Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu Tahun 2019 

 
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. 
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Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan masih 

belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di 

Kabupaten Luwu sebesar 1.203.352.091,24 Kkal/tahun, sementara 

kebutuhan sebesar 346.630.791,00 Kkal/tahun, sehingga masih terdapat 

selisih sebesar 856.721.300,24 Kkal/tahun. Hasil analisis antara 

ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya 

memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada kecamatan Bassesangtempe 

(117.228.559,41 Kkal/tahun), dan selisih terkecil terdapat pada Kecamatan 

Walenrang (6.467.389,88 Kkal/tahun). 

Ketersediaan pangan dapat dipengaruhi oleh kesuburan tanah, mata 

pencarian, dan ketinggian tempat. Keragaman konsumsi pangan dapat 

dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditentukan dari nilai-nilai 

kebiasaan/adat (tradisi dan kepercayaan) yang berhubungan dengan pangan, 

pengetahuan gizi dan kualitas pangan. Menggantikan beberapa jenis pangan 

tertentu dengan pangan lain yang memiliki kandungan gizi serupa membawa 

konsekuensi pada ketersediaan pangan yang mungkin berhubungan dengan 

keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari keragaman 

konsumsi pangan sejenis tetapi tidak dengan keragaman pangan seperti yang 

telah diperhitungkan dari sebagian besar kelompok pangan. Jika jenis 

pangan di seluruh wilayah yang tersedia sama, maka akan sulit untuk 

memasukkan jenis pangan yang tersedia sebagai salah satu determinan 

keragaman konsumsi pangan. Keragaman pangan setiap wilayah berbeda-

beda dan dipengaruhi oleh faktor luar seperti iklim, kondisi tanah dan 

keadaan biologis wilayah, yang nantinya berpengaruh terhadap ketersediaan 

pangan di wilayah tersebut. 
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Tabel 2.7.  

Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan  

di Kabupaten Luwu Tahun 2017 

  

Kecamatan 

Status Pangan Tahun 2022 (kkal/tahun) 

Ketersediaan Kebutuhan Selisih 

BAJO 28.517.758,82 8.478.819,22 20.038.939,60 

BAJO BARAT 39.646.127,66 1.451.861,28 38.194.266,38 

BASSESANGTEMPE 160.818.915,09 46.253.533,43 114.565.381,66 

BELOPA 19.690.891,21 8.484.858,07 11.206.033,14 

BELOPA UTARA 20.108.023,15 8.851.598,75 11.256.424,40 

BUA 72.686.857,84 31.766.838,49 40.920.019,35 

BUAPONRANG 60.763.028,07 20.238.159,50 40.524.868,57 

KAMANRE 29.502.384,22 10.097.131,54 19.405.252,68 

LAMASI 25.263.159,59 15.561.232,75 9.701.926,84 

LAMASI TIMUR 37.499.838,31 17.638.035,63 19.861.802,68 

LAROMPONG 91.913.730,18 25.898.955,68 66.014.774,50 

LAROMPONG 
SELATAN 

37.874.125,30 17.013.278,35 20.860.846,95 

LATIMOJONG 114.964.312,00 9.773.213,73 105.191.098,27 

PONRANG 53.828.613,72 25.748.149,40 28.080.464,32 

PONRANG 
SELATAN 

49.021.087,24 21.463.592,11 27.557.495,13 

SULI 36.288.862,24 6.465.242,99 29.823.619,25 

SULI BARAT 67.732.203,42 13.472.754,70 54.259.448,72 

WALENRANG 21.661.758,80 16.009.873,26 5.651.885,54 

WALENRANG 
BARAT 

108.835.867,70 26.813.805,08 82.022.062,62 

WALENRANG 
TIMUR 

36.595.244,04 18.204.765,71 18.390.478,33 

WALENRANG 
UTARA 

90.139.302,63 12.345.731,47 77.793.571,16 

Total 1.203.352.091,23 362.031.431,14 841.320.660,09 

   Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. 
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Gambar 2.4.  

Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu 

 

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021.. 
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2.1.10. Demografi  

Penjelasan mengenai aspek demografi meliputi ukuran, struktur, dan 

distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap 

waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi. Analisis kependudukan dapat 

dilakukan secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan 

kriteria seperti pendidikan, usia, agama, dan lain-lain.  

Penduduk Kabupaten Luwu menunjukkan jumlah yang terus 

meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. 

Berdasarkan data BPS, Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,23%, dengan 

rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,84%, dengan pertumbuhan 

tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu mencapai 0,90%. Jumlah penduduk 

pada tahun 2015 adalah 350.218 jiwa, meningkat menjadi 362.027 pada 

tahun 2019. Kepadatan penduduk pada tahun 2015 adalah 117 jiwa/km2, 

meningkat menjadi 120 jiwa/km2 pada tahun 2019. Rasio jenis kelamin 

adalah 96,34 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 

96 hingga 97 penduduk laki-laki.  

Tabel 2.8.  

Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Luwu  

Tahun 2015-2019  

No Tahun 
Jumlah 

Penduduk (jiwa) 

Pertumbuhan 

Penduduk (%) 

Kepadatan 

(Jiwa/Km²) 
Sex Ratio 

1 2015 350.218  0,90 117 96,34 

2 2016 353.277  0,87 118 96,34 

3 2017 356.305  0,86 119 96,34 

4 2018 359.209  0,82 120 96,20 

5 2019 362.027 0,78 120 96,34 

Sumber: BPS Tahun 2020. 

 

Kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan 

karena terkait dengan peran kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, 

dan fasilitas publik. Pada tahun 2019, jumlah penduduk terbesar terdapat di 

Kecamatan Bua yaitu 36.191 jiwa atau sebesar 9,99%, diikuti Kecamatan 

Ponrang dengan jumlah penduduk 27.566 jiwa atau 7,61% dan Kecamatan 

Ponrang Selatan yaitu 24.899 jiwa atau 6,87%. Sedangkan kecamatan dengan 

penduduk terkecil adalah Kecamatan Latimojong dengan jumlah 5.650 jiwa 

atau 1,56%, diikuti Kecamatan Bassesangtempe dengan jumlah penduduk 

7.363 jiwa atau 2,03%, dan Kecamatan Suli Barat dengan jumlah penduduk 

9.339 jiwa atau 2,57%.  
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Tabel 2.9.  
Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan 

Tahun 2019 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 
Luas Wilayah 

(Km2) 
Kepadatan 
(Jiwa/Km2) 

1 Larompong 20.886 225,25 93 

2 Larompong Selatan 16.277 131 124 

3 Suli 19.202 81,75 235 

4 Suli Barat 9.339 153,5 61 

5 Belopa 17.879 59,26 302 

6 Kamanre 11.971 52,44 228 

7 Belopa Utara 17.368 34,73 500 

8 Bajo 16.167 68,52 236 

9 Bajo Barat 10.804 66,3 163 

10 Bassesangtempe 7.363 178,12 41 

11 Latimojong 5.650 467,75 12 

12 Basse sangtempe Utara 8.583 122,88 70 

13 Bupon 14.654 182,67 80 

14 Ponrang 27.566 107,09 257 

15 Ponrang Selatan 24.899 99,98 249 

16 Bua 36.191 204,01 177 

17 Walenrang 19.609 94,6 207 

18 Walenrang Timur 15.885 63,65 250 

19 Lamasi 21.077 42,2 499 

20 Walenrang Utara 18.473 259,77 71 

21 Walenrang Barat 9.673 247,13 39 

22 Lamasi Timur 12.511 57,65 217 

JUMLAH 362.027 3.000,25 121 

Sumber : BPS Tahun 2020. 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kepadatan rata-rata penduduk di 

Kabupaten Luwu adalah 121 jiwa/km2. Kecamatan dengan kepadatan 

tertinggi adalah Kecamatan Belopa Utara dengan tingkat kepadatan 500 

jiwa/km2, diikuti Kecamatan Lamasi dengan tingkat kepadatan 499 

jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah 

adalah Kecamatan Latimojong yaitu 12 jiwa/km2, diikuti Kecamatan 

Walenrang Barat dengan kepadatan 39 jiwa/km2. 

Proporsi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Luwu lebih 

didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah penduduk perempuan pada 

tahun 2019 lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. 
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Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 177.382 jiwa atau 48,99%, sedangkan 

penduduk perempuan sebanyak 184.645 jiwa atau 51,01%. 

 

Tabel 2.10.  

Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tahun 2019 

No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah  

 Persentase 

Penduduk  
Rasio 

Jenis 

Kelamin Laki-Laki Perempuan 

1 Larompong 10.420 10.466 20.886  49,88 50,11 99,56 

2 Larompong Selatan 7.958 8.319 16.277  48,89 51,10 95,66 

3 Suli 9.112 10.090 19.202  47,45 52,54 90,31 

4 Suli Barat 4.690 4.649 9.339  50,21 49,78 100,88 

5 Belopa 8.340 9.539 17.879  46,64 53,35 87,43 

6 Kamanre 5.693 6.278 11.971  47,55 52,44 90,68 

7 Belopa Utara 8.449 8.919 17.368  48,64 51,35 94,73 

8 Bajo 7.601 8.566 16.167  47,01 52,98 88,73 

9 Bajo Barat 5.362 5.442 10.804  49,62 50,37 98,53 

10 Bassesangtempe 3.744 3.619 7.363  50,84 49,15 103,45 

11 Latimojong 2.907 2.743 5.650  51,45 48,54 105,98 

12 Bassesangtempe Utara 4.486 4.097 8.583  52,26 47,73 109,49 

13 Bupon 7.258 7.396 14.654  49,52 50,47 98,13 

14 Ponrang 13.678 13.888 27.566  49,61 50,38 98,49 

15 Ponrang Selatan 11.916 12.983 24.899  47,85 52,14 91,78 

16 Bua 17.421 18.770 36.191  48,13 51,86 92,81 

17 Walenrang 9.668 9.941 19.609  49,30 50,69 97,25 

18 Walenrang Timur 7.846 8.039 15.885  49,39 50,60 97,60 

19 Lamasi 10.403 10.674 21.077  49,35 50,64 97,46 

20 Walenrang Utara 9.234 9.239 18.473  49,98 50,01 99,95 

21 Walenrang Barat 5.055 4.618 9.673  52,25 47,74 109,46 

22 Lamasi Timur 6.141 6.370 12.511  49,08 50,91 96,41 

JUMLAH 177.382 184.645  362.027  48,99 51,00 96,06 

Sumber : BPS Tahun 2020.  

 

Dalam analisis demografi, terdapat suatu analisis menurut 

karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk 

merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik 

untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis 

keberhasilan program-program kependudukan selama ini.  

Kabupaten Luwu sudah memasuki periode bonus demografi, hal ini 

terlihat dari proporsi penduduk usia produktif (penduduk berusia 15-64 

tahun) berjumlah 224.709 jiwa atau sebesar 62,07% pada tahun 2019. 

Penduduk berusia 0-14 tahun di Kabupaten Luwu jumlahnya adalah 115.804 
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jiwa atau 31,99% dari seluruh penduduk, sementara penduduk usia pensiun 

(usia 65 tahun ke atas) totalnya mencapai 21.514 jiwa atau 5,95%. Jika 

kelompok usia tidak produktif ini ditambahkan, maka proporsi penduduk 

berusia tidak produktif mencapai 137.318 atau 37,94%. Hal ini merupakan 

keuntungan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu untuk 

mempercepat kesejahteraan rakyat. 

Grafik 2.2.  

Piramida Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2019 

 

Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2020. 

 

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Luwu, penduduk yang memeluk agama Islam adalah sejumlah 

322.586 jiwa atau 89,11%. Seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu 

penduduknya mayoritas beragama Islam. Penduduk dengan jumlah terbesar 

kedua dan ketiga adalah beragama Kristen Protestan dan Katolik, masing-

masing sebesar 13,15% dan 1,15%. Komposisi ini membutuhkan pembinaan 

untuk penumbuhan tenggang rasa antar pemeluk umat beragama agar tidak 

muncul konflik yang berpotensi mengganggu keamanan di Kabupaten Luwu. 
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Tabel 2.11.  

Jumlah Penduduk berdasarkan Agama yang dianut Menurut Kecamatan 

Tahun 2019 

No Kecamatan Islam 
Kristen 

Protestan 

Kristen 

Katolik 
Hindu Budha Lainnya 

1 Larompong 21.250 21 1 0 0 3 

2 Larompong Selatan 17.776 212 9 0 0  

3 Suli 21.065 122 81 0 0  

4 Suli Barat 10.400 0 1 0 0  

5 Belopa 17.610 45 15 0 0 1 

6 Kamanre 12.391 104 20 0 0 1 

7 Belopa Utara 17.864 83 24 0 0  

8 Bajo 15.871 149 57 0 0  

9 Bajo Barat 10.285 104 0 1 0  

10 Basse sangtempe 5.649 419 8 0 0  

11 Latimojong 5.611 479 37 0 0  

12 
Bassesangtempe 

Utara 
3.645 4263 36 0 0  

13 Bupon 14.465 574 53 1 0  

14 Ponrang 21.269 5851 732 0 1  

15 Ponrang Selatan 25.257 268 240 0 0 1 

16 Bua 29.799 1329 233 26 6 5 

17 Walenrang 14.021 4713 430 14 0  

18 Walenrang Timur 11.463 6615 261 1 0  

19 Lamasi 17.050 5069 493 0 0  

20 Walenrang Utara 19.624 1125 253 1 0  

21 Walenrang Barat 3.895 6062 790 0 0  

22 Lamasi Timur 6.321 7699 379 0 0  

JUMLAH 322.586 47.706 4.153 45 7 15 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, Tahun 2020. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan jumlah 

penduduk antara data BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

pada tahun yang sama disebabkan berbedanya metode pengukuran.  

 

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam 

pembangunan. Pemerintah dalam setiap implementasti kebijakan selalu 

menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang dicapai. Pengukuran tingkat 

kesejahteraan masyarakat ditinjau dari berbagai aspek yaitu pemerataan 

ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. 
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2.2.1 Pertumbuhan PDRB 

Pembangunan Kabupaten Luwu tidak bisa dipisahkan dari 

pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Salah satu 

indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi 

suatu daerah pada periode waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu daerah.  

PDRB dapat dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. 

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Sedangkan 

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. 

Selanjutnya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB 

atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan 

struktur ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang 

dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. 

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin 

bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi 

pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli 

masyarakat. 

PDRB Kabupaten Luwu menurut harga konstan mengalami 

peningkatan secara konsisten selama kurun waktu lima tahun terakhir 

(2015-2019). Pada tahun 2015, PDRB Harga Konstan Kabupaten Luwu 

sebesar Rp.7,43 triliun, meningkat menjadi 9,72 triliun pada tahun 2019 atau 

meningkat rata-rata 572,89 miliar setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas 

ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa 

perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik. 
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Tabel 2.12.  

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha  

Tahun 2015-2019 

No Sektor 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rp 

(Miliar) 
% 

Rp 

(Miliar) 
% 

Rp 

(Miliar) 
% 

Rp 

(Miliar) 
% 

Rp 

(Miliar) 
% 

1 Pertanian, Kehutanan & Perikanan 3.756,05 6,48 4.046,08 7,79 4.267,80 5,41 4.565,06 6,97 4.747,14 3,98 

2 Pertambangan dan Penggalian 168,83 6,06 184,04 9,01 200,41 8,89 212,83 6,2 227,42 6,86 

3 Industri Pengolahan 330,2 4,44 359,81 8,97 387,11 7,59 414,03 6,95 457,47 10,94 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 8,53 -7,24 10,07 18,13 10,67 5,90 11,47 7,49 11,93 4,09 

5 Pengadaan Air 1,18 0,56 1,30 10,02 1,41 8,47 1,50 6,31 1,56 3,83 

6 Konstruksi 646,04 5,31 676,59 4,99 712,78 5,09 756,96 6,2 823,64 8,81 

7 
Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

864,50 9,33 943,16 8,60 999,37 6,44 1.080,04 8,07 1.173,45 8,65 

8 Transportasi & Pergudangan 59,15 6,68 61,94 4,72 65,73 6,12 74,81 13,82 81,81 9,36 

9 
Penyedia Akomodasi & Makan 

Minum 
54,01 6,30 58,20 7,77 61,63 5,89 68,40 10,98 72,56 6,09 

10 Informasi dan Komunikasi 218,1 14,69 237,43 8,86 258,05 8,69 281,68 9,16 309,75 9,97 

11 Jasa Keuangan 104,32 10,31 120,24 15,25 126,83 5,48 130,8 3,13 136,65 4,47 

12 Real Estate 452,54 6,75 484,98 7,17 517,08 6,62 541,09 4,64 572,49 5,8 

13 Jasa Perusahaan 1,79 11,67 1,95 9,14 2,19 12,34 2,37 7,99 2,56 8,09 

14 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan & Jaminan Sosial 
Wajib 

344,66 6,24 372,23 8,00 389,60 4,67 398,37 2,25 446,86 12,17 

15 Jasa Pendidikan 255,29 13,57 279,76 9,59 302,25 8,04 329,74 9,09 354,86 7,62 

16 Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 151,7 14,54 163,39 7,71 240,35 47,10 258,38 7,50 278,88 7,93 

17 Jasa Lainnya 20,53 10,26 22,19 8,08 24,62 10,96 27,64 12,25 29,93 8,31 

PDRB Kabupaten Luwu 7.437,42 7,26 8.023,37 7,88 8.567,87 6,79 9.155,16 6,86 9.728,96 6,26 

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020 
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Tabel 2.13.  

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Luwu 

No. Sektor 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rp (miliar) % Rp (miliar) % Rp (miliar) % Rp (miliar) % Rp (miliar) % 

1 Pertanian, Kehutanan & Perikanan 5.549,09 53,55 6.435,09 54,30 6.969,61 53,50 7.781,89 53,88 8.201,86 52,38 

2 Pertambangan dan Penggalian 283,54 2,74 327,24 2,76 360,78 2,77 397,14 2,75 429,52 2,74 

3 Industri Pengolahan 424,86 4,10 476,38 4,02 541,30 4,16 595,41 4,12 668,83 4,27 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 6,47 0,06 7,84 0,07 10,50 0,08 11,52 0,08 12,05 0,08 

5 Pengadaan Air 1,44 0,01 1,63 0,01 1,80 0,01 1,96 0,01 2,07 0,01 

6 Konstruksi 857,87 8,28 951,50 8,03 1.064,96 8,18 1.169,56 8,10 1.349,18 8,62 

7 
Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
1.059,22 10,22 1.178,87 9,91 1.273,94 9,78 1.408,16 9,75 1.587,98 10,14 

8 Transportasi & Pergudangan 87,60 0,85 97,56 0,82 103,92 0,80 121,37 0,84 135,69 0,87 

9 Penyedia Akomodasi & Makan Minum 720 0,69 81,59 0,69 87,82 0,67 101,04 0,70 110,28 0,70 

10 Informasi dan Komunikasi 228,54 2,21 250,04 2,11 273,55 2,10 301,95 2,09 335,04 2,14 

11 Jasa Keuangan 143,18 1,38 169,80 1,43 187,17 1,44 201,94 1,40 218,61 1,40 

12 Real Estate 606,20 5,85 682,49 5,76 759,59 5,83 821,14 5,69 881,80 5,63 

13 Jasa Perusahaan 2,55 0,02 2,94 0,02 3,37 0,03 3,81 0,03 4,19 0,03 

14 
Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 
492,42 4,75 550,17 4,64 590,17 4,53 628,83 4,35 726,50 4,64 

15 Jasa Pendidikan 338,46 3,27 400,13 3,38 435,43 3,34 492,52 3,41 545,34 3,48 

16 Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 179,71 1,73 208,19 1,76 324,66 2,49 358,49 2,48 398,30 2,54 

17 Jasa Lainnya 29,40 0,28 34,38 0,29 38,25 0,29 45,20 0,31 50,38 0,32 

PDRB Luwu 10.362,55 100,00 11.855,84 100,00 13.026,82 100,00 14.441,93 100,00 15.657,62 100,00 

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020. 
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Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, jenis barang dan 

jasa yang diminta oleh masyarakat terus mengalami perubahan. Selain itu 

elastisitas permintaan barang dan jasa terhadap perubahan pendapatan 

masyarakat juga berbeda-beda. Perubahan tersebut selanjutnya 

mempengaruhi kontribusi sektoral terhadap PDRB dari tahun ke tahun. 

Perubahan kontribusi sektoral terhadap PDRB inilah yang sering disebut 

sebagai pergeseran struktur perekonomian.  

Perubahan permintaan masyarakat serta perbedaan elastisitas 

permintaan berbagai barang dan jasa merupakan dua alasan utama 

terjadinya pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah. Karena itu 

pergeseran struktur perekonomian daerah adalah sebuah keniscayaan bagi 

daerah-daerah yang perekonomiannya sedang mengalami perkembangan. 

Secara umum arah pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah akan 

bergerak dari dominasi sektor pertanian menuju dominasi sektor industri 

dalam struktur perekonomiannya, kemudian berlanjut pergeserannya ke 

arah dominasi sektor jasa ketika kesejahteraan masyarakatnya sudah tinggi 

atau mapan. 

Analisis pergeseran struktur ekonomi daerah, yang tercermin dari 

pergeseran kontribusi sektoral terhadap PDRB daerah, setidaknya dapat 

menjelaskan dua hal yang utama, yakni: 

1. Struktur ekonomi menggambarkan sektor-sektor apa saja yang ada di 

dalam wilayah yang menjadi penopang utama perekonomian. Gambaran 

ini sekaligus menjelaskan ciri perekonomian daerah, apakah berciri 

agraris, industri atau jasa;  

2. Analisis struktural dan pergeserannya juga memberikan informasi 

mengenai sektor-sektor apa saja yang kontribusi terhadap PDRB memiliki 

trend peningkatan, dan sektor apa saja yang memiliki kontribusi terhadap 

PDRB cenderung menurun atau tetap. Dengan analisis ini arah 

perkembangan perekonomian dapat diprediksi. 

Struktur perekonomian atau kontribusi sektoral Kabupaten Luwu 

dihitung dengan membagi PDRB per sektor dengan total PDRB atas dasar 

harga berlaku. Berdasarkan Tabel 2.15. terlihat bahwa struktur 

perekonomian Kabupaten Luwu selama periode Tahun 2015-2019 masih 

bertumpu pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian mengalami 

fluktuasi, dimana pada tahun 2015 s/d 2016 meningkat dari 53,55% menjadi 

54,30% namun menurun pada tahun 2017 menjadi 53,50% dan naik kembali 

menjadi 53,88% pada tahun 2018 dan turun kembali menjadi 52,38% pada 

tahun 2019. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara 2015 dengan 

2019 terjadi penurunan sebesar 1,17%. Penurunan kontribusi sektor 

pertanian disebabkan karena banjir yang mengakibatkan petani gagal panen. 
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Sektor penyumbang terbesar kedua adalah reparasi mobil dan motor 

yang mencapai 10,14% pada tahun 2019. Sektor ini mengalami peningkatan 

pada tahun 2019 setelah secara terus-menerus mengalami penurunan pada 

periode 2015-2018, yaitu dari 10,22% pada tahun 2015 menjadi 9,75% pada 

tahun 2018. Namun demikian, capaian pada tahun 2019 masih lebih kecil 

daripada capaian pada tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya 

pengguna kendaraan dan adanya program KUR yang sedang bergulir. 

Selanjutnya adalah sektor konstruksi yang pada tahun 2019 

berkontribusi sebesar 8,62%. Sektor ini meskipun berfluktuasi selama 

periode 2015-2019, capaian pada tahun 2019 sudah lebih besar dari tahun 

2015. Hal ini disebabkan karena program pemerintah dalam meningkatkan 

infrastruktur di daerah. 

Berdasarkan pergeseran struktural perekonomian Kabupaten Luwu 

dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa terdapat 8 (delapan) sektor yang 

memiliki kontribusi terhadap peningkatan PDRB daerah yakni: (1) Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami kenaikan sebesar 0,81 poin; 

(2) Konstruksi dengan kenaikan sebesar 0,34 poin; (3) Jasa Pendidikan 

dengan kenaikan sebesar 0,21 poin; (4) Industri Pengolahan dengan kenaikan 

sebesar 0,17 poin; (5) Jasa Lainnya dengan kenaikan sebesar 0,04 poin; (6) 

Pengadaan Listrik dan Gas dengan kenaikan sebesar 0,02 poin; (7) 

Transportasi dan Pergudangan dengan kenaikan sebesar 0,02 poin, dan (8) 

Jasa Keuangan dengan kenaikan sebesar 0,02 poin. Sedangkan kontribusi 

sektor lainnya terhadap PDRB ada yang mengalami penurunan dan ada yang 

tidak berubah. Diantara yang kontribusinya menurun paling besar adalah 

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan penurunan sebesar 1,17 

poin, sektor real estate dengan penurunan sebesar 0,22 poin, sektor 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan 

penurunan sebesar 0,11 poin, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi 

mobil dan sepeda motor dengan penurunan 0,08 poin, dan sektor Informasi 

dan Komunikasi dengan penurunan 0,07 poin.  

Tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Luwu 

dalam lima tahun terakhir (rata-rata sebesar 53,52%), mengisyaratkan bahwa 

sektor pertanian di daerah ini masih menjadi sektor kunci dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pola pergeseran struktural Kabupaten Luwu seperti yang diuraikan 

sebelumnya sesungguhnya menunjukkan pola pergeseran struktural yang 

tidak lazim seperti halnya pola pergeseran ekonomi di daerah lainya, dimana 

lazimnya, pergeseran struktural umumnya dicirikan oleh merosotnya 

kontribusi sektor pertanian dalam PDRB sementra sektor lainnya cenderung 

meningkat kontribusinya. 
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Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro 

ekonomi yang penting karena indikator ini merupakan indikasi keberhasilan 

pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat 

keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang 

dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang 

lain. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya 

PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain. Selama 

kurun waktu 2015-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu 

memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Selama periode tersebut 

perekonomian daerah tumbuh rata-rata 7,01% pertahun. Kinerja 

pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan kinerja pertumbuhan 

ekonomi Sulawesi Selatan yang tumbuh sebesar 7,16% pertahun dalam 

periode yang sama. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap 

sektor di Kabupaten Luwu, maka terdapat 7 (tujuh) sektor yang memiliki 

pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah ini, 

masing-masing adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan 

rata-rata pertumbuhan mencapai 16,95% per tahun, diikuti sektor informasi 

dan komunikasi (10,27%), sektor jasa-jasa (9,97%), sektor jasa perusahaan 

(9,84%), sektor jasa pendidikan (9,58%), sektor reparasi mobil dan motor 

(8,22%), dan sektor transportasi dan pergudangan (8,14%). Melihat 

kontribusinya yang cukup tinggi terhadap PDRB, maka dapat diidentifikasi 

sektor mana yang memberikan andil paling besar dalam menciptakan 

pertumbuhan ekonomi di daerah ini. 

 

Tabel 2.14.  
Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 

Tahun 2015- 2019 

No Sektor 
Tahun Rerat

a 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Pertanian, Kehutanan & 

Perikanan 
6,48 7,79 5,41 6,97 3,98 6,13 

2 Pertambangan dan Penggalian 6,06 9,01 8,89 6,2 6,86 7,40 

3 Industri Pengolahan 4,44 8,97 7,59 6,95 10,94 7,78 

4 Listrik dan Gas -7,24 18,13 5,9 7,49 4,09 5,67 

5 Pengadaan Air 0,56 10,02 8,47 6,31 3,83 5,84 

6 Konstruksi 5,31 4,99 5,09 6,2 8,81 6,08 

7 Reparasi Mobil & Motor 9,33 8,6 6,44 8,07 8,65 8,22 

8 Transportasi & Pergudangan 6,68 4,72 6,12 13,82 9,36 8,14 

9 
Penyedia Akomodasi & Makan 
Minum 

6,3 7,77 5,89 10,98 6,09 7,41 

10 Informasi dan Komunikasi 14,69 8,86 8,69 9,16 9,97 10,27 

11 Jasa Keuangan 10,31 15,25 5,48 3,13 4,47 7,73 

12 Real Estate 6,75 7,17 6,62 4,64 5,8 6,20 
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Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020.  

 

Grafik 2.3.  

Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu 
dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional  

Tahun 2016-2020 

 

Sumber: BPS Tahun 2021  

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu memperlihatkan kinerja yang 

cukup baik. Selama periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Luwu mencapai 5,82% pertahun. Kinerja pertumbuhan tersebut 

lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi 

Selatan dan PDB Nasional yang masing-masing tumbuh sebesar 5,58% 

pertahun dan 3,64% pertahun. 

2.2.2 Laju Inflasi 

Inflasi merepresentasikan keadaan perekonomian dimana terdapat 

kecenderungan terjadinya kenaikan tingkat harga-harga secara umum. 

Dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang cukup tinggi akan berdampak 

buruk bagi perekonomian karena menyebabkan menurunnya daya beli 

masyarakat. Selain itu inflasi juga menyebabkan harga barang domestik 

13 Jasa Perusahaan 11,67 9,14 12,34 7,99 8,09 9,85 

14 
Administrasi Pemerintahan & 

Jaminan Sosial 
6,24 8 4,67 2,25 12,17 6,67 

15 Jasa Pendidikan 13,57 9,59 8,04 9,09 7,62 9,58 

16 
Jasa Kesehatan & Kegiatan 

Sosial 
14,54 7,71 47,1 7,5 7,93 16,96 

17 Jasa-Jasa 10,26 8,08 10,96 12,25 8,31 9,97 

PDRB Kabupaten Luwu 7,26 7,88 6,79 6,86 6,26 7,01 
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relatif lebih mahal dibandingkan barang impor, dengan demikian barang 

domestik lebih sulit bersaing dengan barang impor. 

Secara spasial, berdasarkan data BPS, inflasi tahun 2019 pada Zona 

Palopo (Kota Palopo, Kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Tana Toraja dan 

Toraja Utara) adalah 1,91% (yoy), lebih rendah daripada tahun sebelumnya 

yaitu sebesar 4,19%. Umumnya inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni dan 

Desember sebagai akibat meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat 

pada bulan puasa dan menjelang tahun baru. Oleh karena itu, untuk 

menekan laju inflasi yang berulang setiap tahun tersebut, perlu dihimbau 

kepada masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan dalam merayakan momen 

tersebut. 

 

2.2.3 PDRB per kapita 

PDRB per kapita merupakan salah satu tolok ukur tingkat 

kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita mengindikasikan 

rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap 

penduduknya, karena itu PDRB per kapita sering digunakan sebagai 

pendekatan mengukur besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap 

penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah 

(PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Karena itu, besar 

kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di 

sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber 

daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. 

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Luwu atas dasar harga berlaku 

selama kurun waktu 2015-2019 menunjukkan bahwa pendapatan yang 

dihasilkan oleh setiap penduduk di daerah ini terus mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2015 PDRB per kapita di daerah ini sebesar Rp.29,59 juta per 

tahun, meningkat menjadi 43,25 juta per tahun pada tahun 2019. 

Peningkatan pendapatan per kapita tersebut sejalan dengan kontribusi 

kelompok konsumsi pengeluaran rumah tangga yang memberikan kontribusi 

terbesar yakni 58,93 di tahun 2018 dan 59,15 di tahun 2019. Kondisi ini 

menindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 

Luwu semakin meningkat. 
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Tabel 2.15.  

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 

Uraian 
PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nilai PDRB (HB : Rp 

milyar) 
10.362,55 11.855,84 13.026,82 14.441,93 15.657,62 

Jumlah penduduk (jiwa) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 

PDRB perkapita (HB: Rp 

Juta/jiwa) 
29,59 33,57 36,60 40,16 43,25 

Sumber: BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2020. 

 

Grafik 2.4.  

Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu 

dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional  
Tahun 2016-2020 

 

Sumber: BPS Tahun 2021 

 

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten 

Luwu selama periode 2016-2020 terus meningkat, namun masih dibawah 

capaian rata-rata PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 

yang masing-masing sebesar Rp. 51,56 Juta per tahun dan Rp. 54,36 Juta 

per tahun. 

 

2.2.4 Rasio Gini 

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu 

indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio 

Gini didasarkan pengukuran luas Kurva Lorenz yang menggambarkan 

distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Rasio Gini 

berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat 

ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati 
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ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi 

pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan 

sempurna. Todaro 1994 memberikan kriteria ketimpangan berdasarkan nilai 

Rasio gini sebagai berikut:  

• Rasio gini < 0,35  : Kategori ketimpangan “rendah”;  

• Rasio gini 0,35 - 0,5  : Kategori ketimpangan “moderat”  

• Rasio gini > 0,5  : Kategori ketimpangan “tinggi”  

Nilai Rasio gini Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019 

mengalami fluktuasi, dimana nilai pada tahun 2016 lebih rendah dari tahun 

2015 yaitu dari 0,361 menjadi 0,359. Tetapi pada tahun 2017 mengalami 

peningkatan menjadi 0,395. Salah satu penyebab meningkatnya 

ketimpangan pendapatan ini adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap 

US$ yang berdampak pada menurunnnya pendapatan masyarakat karena 

turunnya harga jual komoditas kakao, cengkeh, merica dan lain-lain yang 

menjadi mata pencaharian sebagian penduduk Kabupaten Luwu. Sedangkan 

pada tahun 2018-2019 berturut-turut mengalami penurunan yaitu dari 

0,362 menjadi 0,352 sehubungan dengan kembali stabilnya nilai tukar 

rupiah terhadap US$. Perkembangan rasio gini Kabupaten Luwu dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Grafik 2.5.  

Perkembangan Rasio gini  

Tahun 2015-2019

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020. 

 

Meskipun ada kecenderungan distribusi pendapatan daerah ini 

semakin baik, namun berdasarkan nilai Rasio gini yang dicapai ketimpangan 

pendapatan antar penduduk di daerah ini masuk dalam kategori “moderat”. 
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Dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, nilai Rasio gini 

Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019 relatif lebih rendah. 

Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan 

masyarakat di Kabupaten Luwu relatif lebih merata dibandingkan distribusi 

pendapatan rata-rata masyarakat Sulawesi Selatan dan Nasional. yang 

berarti ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini semakin 

membaik. 

Grafik 2.6.  

Perbandingan Rasio gini Kabupaten Luwu 

dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 

  
Sumber: BPS Tahun 2020.  

2.2.5 Penduduk Diatas Garis Kemiskinan 

Fenomena ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan penduduk 

memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah. 

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk 

dalam konteks ekonomi adalah apabila pendapatan penduduk suatu wilayah 

meningkat. Namun demikian meningkatnya pendapatan penduduk ini 

seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Hal ini 

berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting 

untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran 

keberhasilan hasil pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil 

pembangunan diantara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan 

menimbulkan masalah-masalah sosial. 

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus 

diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah 

Kabupaten Luwu. Bermacam-macam program pengentasan kemiskinan yang 

dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat 
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terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-

rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran 

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per 

kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan 

minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.  

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita 

per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk 

miskin. Misal, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu tahun 2019 adalah 

sebesar Rp.318.911,00 artinya penduduk Kabupaten Luwu yang memiliki 

rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan sebesar Rp.318.911,00 

dikategorikan sebagai penduduk miskin. 

 

Grafik 2.7.  

Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan  

dan Nasional Tahun 2015-2019 

 
Sumber : BPS Tahun 2020. 

Dalam kurun waktu 2 tahun, jumlah penduduk miskin Kabupaten 

Luwu berhasil diturunkan dari 49.810 jiwa atau 13,98% pada tahun 2017 

menjadi 47.990 jiwa atau 13,36% pada tahun 2018 dan menjadi 46.180 jiwa 

atau 12,78% pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pendapatan perkapita 

penduduk miskin mengalami peningkatan karena penentuan kategori miskin 

ditentukan oleh pendapatan masyarakat. Semakin tinggi penduduk miskin 

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. 

Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengambil berbagai kebijakan 

dalam rangka mengentaskan kemiskinan, di antaranya adalah melalui 
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program pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan, pemberian fasilitas dan 

kemudahan untuk UMKM, fasilitas Koperasi, serta pendirian Pusat 

Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dengan tujuan menarik investor untuk 

menanamkan modalnya dan program-program anti kemiskinan yang sifatnya 

target sasaran (jaring-jaring pengaman sosial, seperti raskin, PKH, 

Jamkesmas, dll.). Semakin tingginya investasi diharapkan dapat membuka 

lapangan kerja baru yang dapat menyerap angkatan kerja sehingga dapat 

menurunkan kemiskinan. 

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia 

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status 

pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau IPM. 

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang 

pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup 

(longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living).  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator 

yang digunakan untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, 

meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-

rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat 

pendidikan; serta pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap 

sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.  

Tabel 2.16.  

Komponen IPM Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 

Komponen IPM Satuan 
Capaian 

2015 2016 2017 2018 2019 

Angka Harapan Hidup 

(AHH) 

Tahun 
69,44 69,52 69,60 69,84 70,19 

Harapan Lama Sekolah 

(HLS) 

Tahun 
12,88 13,27 13,28 13,30 13,32 

Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS) 

Tahun  
7,74 7,75 7,89 7,97 8,15 

Paritas Daya Beli (PPP) - 9.160,00 9.301,00 9.381,00 9.705,00 10.085,00 

IPM - 68,11 68,71 69,02 69,60 70,39 

Pertumbuhan IPM % 0,77 0,60 0,31 0,58 0,79 

Ranking 

Kabupaten/Kota se- 
Sulawesi Selatan 

- 9 9 9 9 9 

Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2020. 

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat 

pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan 

pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi 
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nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan 

manusianya semakin baik. 

IPM Kabupaten Luwu dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Luwu adalah 68,11 meningkat 

menjadi 70,39 pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 2,28 

poin. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas hidup 

manusia di Kabupaten Luwu. Dengan tingkat IPM sebesar 70,39 

dikategorikan dalam IPM tinggi. Namun demikian, IPM Kabupaten Luwu 

sepanjang periode tahun 2015-2019 masih berada dibawah angka IPM 

Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Adapun indeks pendidikan 

Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 64,17. 

 

Grafik 2.8.  

Perbandingan IPM Kabupaten Luwu  

dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019 

 

Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, 2020. 

 

Pemerintah Kabupaten Luwu perlu terus mendorong peningkatan IPM. 

Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang 

pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. 

Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, 

yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang 

kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan 

kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). 
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2.2.7 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam 

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di 

masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap 

bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk 

yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka 

HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan 

untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai 

jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) 

yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. 

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Luwu selama periode tahun 

2015 - 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Harapan Lama 

Sekolah (HLS) Kabupaten Luwu mencapai 12,88 tahun, kemudian meningkat 

menjadi 13,32 tahun pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa saat ini 

infrastruktur pendidikan di Kabupaten Luwu semakin memadai dan 

pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat tiap tahunnya. 

Grafik 2.9.   

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 

 

Sumber : Data Diolah, BPS Tahun 2020. 

 

2.2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) didefinisikan 

sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani 

pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah 

selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, 

tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa 

memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat 
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digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu 

wilayah.  

Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Luwu 

menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2015 rata-rata 

lama sekolah penduduk di daerah ini sebesar 7,74 tahun, kemudian 

meningkat menjadi 8,15 tahun pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa saat 

ini penduduk Kabupaten Luwu memiliki pendidikan formal hanya setara 

dengan duduk dibangku kelas dua SMP. Dibandingkan dengan capaian rata-

rata lama sekolah penduduk Sulawesi Selatan yang pada tahun 2019 

mencapai 8,26 tahun, menunjukkan bahwa pencapaian rata-rata lama 

sekolah penduduk di Kabupaten Luwu relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan capaian pendidikan penduduk Sulawesi Selatan pada umumnya. 

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Nasional, RLS Kabupaten Luwu 

selalu di bawah angka nasional, yang pada tahun 2019 mencapai 8,34 tahun. 

 

Grafik 2.10.  

Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu 

dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019 

 

Sumber: Data Diolah, BPS Tahun 2020. 

 

Persoalan RLS ini perlu mendapat perhatian semua pihak, mengingat 

keberhasilan dunia pendidikan merupakan salah satu amanat konstitusi 

yang harus diwujudkan. 
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2.2.9 Usia Harapan Hidup 

Angka Usia Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru 

lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat 

kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia 

harapan hidup penduduknya. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu 

masyarakat, semakin tinggi capaian angka harapan hidup penduduk disuatu 

wilayah, maka derajat kesehatan penduduk di daerah tersebut juga tinggi. 

Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu telah 

diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup 

Kabupaten Luwu dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan 2019 

semakin lama semakin meningkat hingga mencapai menjadi 70,19 tahun. 

Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada Tahun 2019 memiliki 

harapan untuk hidup hingga usia mencapai 70,19 tahun. Peningkatan Angka 

Harapan Hidup di Kabupaten Luwu ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, 

antara lain semakin baiknya akses pelayanan kesehatan bagi semua 

kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan 

disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai 

dukungan peningkatan kesehatan lingkungan, meskipun angka 

kelangsungan hidup bayi belum pernah mencapai 100%. Adapun indeks 

kesehatan Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 77,22. 

Tabel 2.17.  

Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 

No Indikator 
Capaian 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Angka Kelangsungan Hidup 
Bayi (%) 

99,21 99,19 98,87 98,93 99,90 

2 
Angka usia Harapan Hidup 

(Tahun) 
69,44 69,52 69,60 69,84 70,19 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 2020. 

2.2.10 Balita Gizi Buruk 

Persentase balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah 

balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah 

balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa 

persentase balita gizi buruk di suatu wilayah. Balita yang mengalami gizi 

buruk di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. 

Pada tahun 2015, balita gizi buruk sebesar 0,04%, meningkat menjadi 0,08% 

pada tahun 2016. Angka ini menurun pada tahun 2017 menjadi 0,05%, 

kemudian menurun menjadi 0,03% pada tahun 2018 dan tahun 2019. 
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Grafik 2.11.  

Perkembangan Balita Gizi Buruk 

Tahun 2015-2019 

 
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 2020. 

Peningkatan persentase balita gizi buruk pada tahun 2015 dan tahun 

2016 dari tahun sebelumnya disebabkan pendataan yang lebih baik setelah 

adanya kebijakan untuk melakukan pendataan kepada seluruh desa, yang 

sebelumnya hanya pasif menunggu laporan. Sedangkan penurunan 

persentase pada tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah akibat adanya perbaikan 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Luwu. 

 

2.2.11 Balita Gizi Kurang 

Kurang gizi berarti tubuh dalam kondisi kekurangan nutrisi penting 

yang diperlukan, baik makanan-makanan sumber kalori, vitamin ataupun 

mineral. Apabila hal ini terus dibiarkan maka status gizi bisa jatuh menjadi 

gizi buruk yang dapat menyebabkan kelemahan dan kerusakan pada fungsi 

vital tubuh. Persentase balita gizi kurang di Kabupaten Luwu tahun 2015-

2018 cenderung mengalami kenaikan,  dimana pada tahun 2015 sebesar 

2,09% meningkat menjadi 6,50% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angka 

tersebut menurun menjadi 5,90%. Peningkatan balita gizi kurang terjadi 

karena minimnya pengetahuan orang tua tentang nutrisi yang tepat untuk 

balita. Hal ini menandakan balita gizi kurang di Kabupaten Luwu masih perlu 

mendapat perhatian dan penanganan yang baik agar dapat mewujudkan 

kehidupan yang sehat dan sejahtera di masa-masa mendatang. 
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Grafik 2.12.  

Perkembangan Balita Gizi Kurang 

Tahun 2015-2019 

 
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 2020. 

 

2.2.12 Desa Siaga Aktif 

Suatu kelurahan/desa dikatakan sebagai kelurahan/desa siaga aktif 

jika memenuhi indikator sebagai berikut: 

1. penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar (Yankesdas) 

setiap hari; 

2. penduduknya dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarat (UKBM);  

3. melaksanakan Surveilance Berbasis Masyarakat (SBM); 

4. penduduk dapat memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan; 

5. penduduk dapat memahami cara penanggulangan bencana; dan 

6. masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). 

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Luwu sejak tahun 2014 sudah 

mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa telah tumbuh kesadaran 

masyarakat desa/ kelurahan untuk aktif dalam upaya-upaya peningkatan 

derajat kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini 

merupakan suatu keberhasilan daerah di dalam menyelenggarakan urusan 

kesehatan. Namun demikian, seyogyanya pencapaian ini lebih dimaknai 

sebagai pendorong untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

di Kabupaten Luwu. 

2.2.13 Partisipasi Angkatan Kerja  
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2,09

3,60

6,50

5,90

3,64

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2015 2016 2017 2018 2019

Bayi Gizi Kurang



Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-47 

Angkatan Kerja(TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja 

terhadap penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK semakin baik karena 

menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam golongan angkatan 

kerja. Dengan demikian semakin banyak pasokan tenaga kerja yang tersedia 

untuk dapat meningkatkan perekonomian.  

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Luwu selama kurun 

waktu 2015-2019, terlihat bahwa TPAK di daerah ini mengalami fluktuasi. 

Pada Tahun 2015, sebesar 60,78%, artinya dari 100 penduduk yang berusia 

15 tahun ke atas terdapat 60 hingga 61 orang termasuk dalam golongan 

angkatan kerja. Selanjutnya pada tahun 2018 menurun menjadi 61,78 dan 

selanjutnya meningkat hingga mencapai 64,69% pada tahun 2019. 

Tabel 2.18.  

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Tahun 2015-2019 

Tahun 

Penduduk Usia 

Kerja 
(Jiwa) 

Angkatan Kerja 15 

tahun Keatas 
(Jiwa) 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (%) 

2015 234.992 142.839 60,78 

2016 n.a n.a n.a 

2017 241.127 155.978 64,69 

2018 243.947 150.725 61,78 

2019 246.707 159.605 64,69 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Luwu Tahun 2020. 

 

Peningkatan TPAK periode tahun 2015-2019 dipengaruhi oleh adanya 

kebijakan pemerintah yaitu memberikan program yang menciptakan kualitas 

sumber daya manusia masyarakat kabupaten Luwu melalui anggaran dana 

desa. Sehingga menyebabkan penduduk desa/penduduk lokal yang tadinya 

bukan termasuk golongan angkatan kerja menjadi golongan angkatan kerja 

dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. 

2.2.14 Pengangguran Terbuka 

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi 

dapat dilihat dari rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat 

pengangguran maka akan menunjukkan semakin sejahteranya masyarakat 

dan stabilnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, tingkat 

pengangguran yang rendah menyebabkan rata-rata pendapatan masyarakat 

meningkat. 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu periode 2015-

2019 menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2015, TPT Kabupaten 

Luwu adalah sebesar 7,86%, menurun menjadi 4,38% pada tahun 2019. 

Penurunan TPT dibarengi dengan peningkatan TPAK. Hal ini berarti 
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Kabupaten Luwu menunjukkan tingkat keberhasilan dalam program 

ketenagakerjaan, karena peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi 

peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja. Oleh 

karena itu, pemerintah harus tetap memperhatikan tingkat pengangguran 

Kabupaten Luwu agar tidak terjadi peningkatan kembali. 

Tabel 2.19.  

Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tahun 2015-2019 

No INDIKATOR Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) 

% 
62,50 NA 64,69 

61,79 64,69 

2 Bekerja  Jiwa 131.615 NA 148.516 151.284 152.169 

3 
Tingkat Pengangguran 

Terbuka(TPT) 

% 
7,86 NA 4,78 

3,59 4,38 

4 Jumlah Penduduk Usia Kerja Jiwa 234.992 NA 241.127 243.947 246.707 

Sumber: Disnakertrans Kab.Luwu, 2020. 

Selama periode 2015 sampai dengan 2019 jumlah penduduk usia kerja 

di Kabupaten Luwu cenderung meningkat. Pada tahun 2015, penduduk 

angkatan kerja di Kabupaten Luwu ada sebanyak 234.992 jiwa, kemudian 

pada tahun 2019 menjadi sebanyak 246.707 jiwa. Hal ini menjadi tantangan 

bagi pemerintah agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk usia 

kerja agar menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.  

Grafik 2.13.  

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu  
dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 

 
Sumber: BPS Tahun 2021 

 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Luwu selama periode 

2016-2020 cenderung rendah dengan rata-rata 4,42% per tahun 
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dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang 

masing-masing sebesar 5,26% per tahuna dan 5,76% per tahun. 

 

Tabel 2.20.  

Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin 

Tahun 2019 

No INDIKATOR Satuan Laki-Laki Perempuan 

1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 89,23 53,87 

2 Bekerja  Jiwa 92.720 59.449 

3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,66 4,67 

4 Jumlah Penduduk Usia Kerja Jiwa 108.947 115.762 

Sumber: Disnakertrans Kab.Luwu, 2020. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa TPAK penduduk laki-laki lebih besar 

dari TPAK penduduk perempuan, yang artinya lebih banyak penduduk laki-

laki yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif 

dibandingkan penduduk perempuan. Penduduk perempuan memiliki TPAK 

yang lebih rendah dikarenakan banyak perempuan yang lebih mengurus 

rumah tangga dibandingkan bekerja atau mencari pekerjaan. 

Dampak krisis global yang mencapai puncaknya pada tahun 2015 yang 

lalu sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali 

negara Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya perlambatan 

pertumbuhan ekonomi. Melemahnya perekonomian secara global tak urung 

membuat ekspor Indonesia juga ikut menjadi lesu dan sangat mempengaruhi 

iklim investasi di Indonesia. Hal ini menyebabkan pada tahun 2015 tercatat 

bahwa terjadi penambahan jumlah penganggur di kabupaten Luwu sebanyak 

7,86%. 

Selain hal di atas, permasalahan lain yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran di kabupaten Luwu adalah: 

1. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun 

kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di 

dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di kabupaten Luwu yang dapat 

dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan 

yang dimiliki oleh tenaga kerja; 

2. Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pekerjaan; 

3. Masih adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia 

dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha; 

4. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) 

tenaga kerja; 

5. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih 

rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja; dan 
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6. Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/ 

perusahaan, dan pekerja). 

2.2.15 Penduduk yang Bekerja 

Penduduk bekerja adalah penduduk dari kelompok angkatan kerja 

yang melakukan kegiatan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut 

selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh 

penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk 

kelompok penduduk yang bekerja.  

Rasio penduduk bekerja yang diukur dari perbandingan penduduk 

bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Luwu 

memperlihatkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 rasio 

penduduk bekerja di daerah ini adalah 0,9214, meningkat menjadi 0,9534 

pada tahun 2019. Meningkatnya rasio penduduk bekerja di daerah ini dalam 

lima tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesempatan 

kerja yang tersedia di daerah ini untuk memberikan penghidupan yang layak 

bagi penduduknya. 

Tabel 2.21.  
Rasio Penduduk Yang Bekerja 

Tahun 2015 – 2019 

No Tahun 

Uraian 

Rasio  Penduduk yang 
bekerja 

Angkatan kerja 

1 2015 131.615 142.839 0,9214 

2 2016 n.a n.a n.a 

3 2017 148.516 155.978 0,9522 

4 2018 144.859 150.725 0,9611 

5 2019 152.169 159.605 0,9534 

Sumber : BPS, Tahun 2020. 

 

2.2.16 Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja 

PDRB per tenaga kerja merupakan indikator yang merepresentasikan 

produktivitas tenaga kerja. PDRB per tenaga kerja yang diukur dari rasio 

antara PDRB harga berlaku dengan jumlah penduduk bekerja merupakan 

besarnya nilai tambah berdasarkan harga berlaku yang diciptakan oleh setiap 

penduduk bekerja selama satu tahun. Indikator ini sekaligus 

menggambarkan besar pendapatan yang diterima setiap satu penduduk 

bekerja sesuai harga berlaku pada tahun analisa. Sedangkan laju 

pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan 

PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang 

digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga 
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kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini juga 

dapat digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja. 

Dapat dilihat pada tabel 2.24. yang menjelaskan tentang PDRB per 

tenaga kerja, bahwa tahun 2015-2019 menunjukkan jumlah tenaga kerja 

meningkat secara terus-menerus yaitu dari 131.615 orang menjadi 159.605 

orang. Sehingga PDRB per tenaga kerja mencapai 60,96% pada tahun 2019. 

Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Luwu telah 

menghasilkan nilai tambah untuk perekonomian daerah. 

Tabel 2.22.  

PDRB per Tenaga Kerja 

Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Produk 

Domestik 

Regional Bruto 
(PDRB) (Rp 

Juta) 

7.437.417,27 8.023.365,31 8.567.872,02 9.155.576,30 9.728.969,45 

2 
Jumlah tenaga 

kerja (Jiwa) 
131.615 n.a 148.516 151.284 159.605 

PDRB per tenaga 
kerja (Rp Juta) 

56,51 n.a 57,69 60,51 60,96 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Luwu Tahun 2020. 

 

2.2.17 Kesempatan Kerja Penduduk Usia 15 tahun ke atas 

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, 

merupakan Persentase penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja 

15 tahun keatas. Semakin tinggi rasio kesempatan kerja terhadap penduduk 

usia 15 tahun keatas, berarti semakin tinggi kesempatan kerja yang tersedia 

disuatu daerah. 

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Luwu, selama kurun 

waktu 2015-2019, penduduk bekerja mengalami fluktuasi sedangkan 

penduduk usia kerja 15 tahun keatas menunjukkan kecenderungan 

meningkat. Pada tahun 2015 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia 

di daerah ini berjumlah 234.992 jiwa, meningkat menjadi 246.707 jiwa pada 

tahun 2019. Sedangkan untuk penduduk bekerja, meningkat dari 131.615 

jiwa pada tahun 2015 menjadi 148.516 jiwa pada tahun 2017. Selanjutnya, 

pada tahun 2018 menurun menjadi 144.859 jiwa dan meningkat kembali 

menjadi 152.169 jiwa pada tahun 2019.  

Fluktuasi jumlah penduduk bekerja dan jumlah penduduk usia kerja 

15 tahun keatas tersebut berpengaruh terhadap rasio kesempatan kerja 

terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Pada tahun 2015 rasio 

kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas adalah sebesar 

56,01%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia, 
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sebanyak 56 orang merupakan penduduk bekerja. Selanjutnya pada tahun 

2019 rasio penduduk bekerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas 

meningkat menjadi 61,68% yang berarti hanya 61 orang hingga 62 orang 

penduduk di Kabupaten Luwu yang bekerja untuk memproduksi barang dan 

jasa, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia. Uraian tersebut 

sekaligus mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 

kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini mengalami perluasan, meskipun 

belum signifikan. Karena itu, sejumlah kebijakan diperlukan untuk 

mendukung perluasan kesempatan kerja. 

Tabel 2.23.  

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas  

Tahun 2015 - 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kesempatan kerja (Jiwa) 131.615 n.a 148.516 144.859 152.169 

2 
Jumlah penduduk usia 15 
tahun keatas (Jiwa) 

234.992 n.a 241.127 243.947 246.707 

Rasio kesempatan kerja terhadap 

penduduk usia 15 tahun keatas 
56,01 n.a 61,59 59,38 61,68 

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Sulawesi Selatan, 2020. 

 

Untuk meningkatkan kesempatan kerja, berbagai upaya dapat 

dilakukan di Kabupaten Luwu mengingat potensi untuk pengembangan 

industri besar sangat memungkinkan untuk direalisasikan di masa datang. 

 

2.2.18 Tenaga Kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas  

Indikator proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja 

bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, diukur dengan 

membandingkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik 

berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap 

total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format 

persentase). Indikator bertujuan untuk melihat proporsi penduduk bekerja 

yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal. Pengertian proporsi tenaga 

kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total 

kesempatan kerja, sebagai indikator pekerja informal sedikit berbrbeda 

dengan dengan definisi pekerja informal yang dijelaskan dalam Kepmen 

Ketenagakerjaan RI No. 206 Tahun 2017 tentang pedoman pengukuran 

indeks pembangunan ketenagakerjaan, bahwa Penduduk yang bekerja secara 

Informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama 

sebagai berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu pekerja tidak tetap, 

pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian dan pekerja 

keluarga/pekerja tidak dibayar.  
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Tabel 2.24.  

Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status 

Pekerjaan 

Terhadap Total Kesempatan Kerja, Tahun 2015-2019 

No Status Pekerjaan 

Proporsi Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja 

menurut status pekerjaan 

2015 2016 2017 2018 2019 

A Tenaga Kerja Formal 24,84 n.a 24,09 25,39 30,07 

1 Buruh/Karyawan/Pegawai 20,35 n.a 22,08 22,77 27,32 

2 
Berusaha dibantu buruh 

tetap/dibayar 
4,49 n.a 2,01 2,61 2,75 

B Tenaga Kerja Informal 75,16 n.a 75,91 74,62 70,02 

1 Berusaha Sendiri (BS) 27,26 n.a 23,07 22,76 22,32 

2 
Berusaha dibantu buruh tidak 

tetap/tidak dibayar 
21,06 n.a 24,11 21,88 17,55 

3 Pekerja bebas (PB) 2,49 n.a 3,65 6,15 8,94 

4 
Pekerja keluarga/tidak dibayar 
(PK) 

24,35 n.a 25,08 23,83 21,21 

C Total Penduduk Bekerja 100,00 n.a 100,00 100,00 100,00 

D 
Berusaha Sendiri + Pek Bebas + 
Pek Keluarga 

54,10 n.a 51,80 52,74 52,47 

Sumber: Keadaan angkatan kerja Sulawesi Selatan, 2020. 
 

 

Perkembangan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja 

di Kabupaten Luwu baik berstatus berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), 

dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja, serta 

perkembangan proporsi penduduk bekerja sebagai tenagakerja formal dan 

informal disajikan pada tabel berikut. 

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, terlihat bahwa proporsi 

penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Luwu dengan 

status berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) 

terhadap total kesempatan kerja selama kurun waktu 2015-2019 mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2015, proporsi tersebut sebesar 54,10% dan menurun 

menjadi 51,80% pada tahun 2017. Tetapi kembali meningkat pada tahun 

2018 menjadi 52,74% dan terjadi penurunan sebesar 0,27 poin pada tahun 

2019. Secara keseluruhan, proporsi penduduk 15 tahun keatas yang bekerja 

sebagai tenaga kerja informal mengalami penurunan, dimana dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari 75,16% 

menjadi 75,91%, tetapi menurun menjadi 70,62%  pada tahun 2019. 

Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa proporsi pekerja formal di 

daerah ini relatif kecil yakni hanya 30,07% dari total Kesempatan Kerja di 

Kabupaten Luwu pada 2019. 
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2.2.19 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 

Indikator keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I merupakan tolok ukur 

kemiskinan yang dikembangkan oleh BKKBN. Berbeda dengan indikator 

kemiskinan yang digunakan BPS yaitu kemiskinan diukur berdasarkan 

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), 

BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan 

kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam 

lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS‐I), 

keluarga sejahtera II (KS‐II), keluarga sejahtera III (KS‐III), dan keluarga 

sejahtera III plus (KS‐III Plus). Tahapan keluarga sejahtera didasarkan pada 

faktor‐faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga, yang terdiri 

dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; 

(3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam 

berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok 

yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS‐I. 

Adapun pengertian dari tahapan keluarga sejahtera yang dimaksud adalah 

sebagai berikut :  

1. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti 

kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan .  

2. Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat 

memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya 

(sociopsychological needs), seperti kebutuhan ibadah, makan protein 

hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, 

mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.  

3. Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah 

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat 

memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (development 

needs) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, 

berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam 

masyarakat dan mampu memperoleh informasi dari media.  

4. Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan dasar,kebutuhan social psikologisnya, akan tetapi 

belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya, 

namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal 

terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan 

sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan 
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social kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi 

pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan social, 

keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.  

5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah 

dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, social 

psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula 

memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.  

Berdasarkan data perkembangan jumlah keluarga menurut tahapan 

keluarga Sejahtera di Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019, 

menunjukkan bahwa jumlah keluarga pra-sejahtera (KPS) mengalami 

penurunan dari 19.361 keluarga pada tahun 2015 menjadi 14.963 keluarga 

tahun 2019. Dalam periode yang sama Keluarga Sejahtera I (KS-I) mengalami 

peningkatan dari 17.889 keluarga pada tahun 2015 menjadi 22.277 keluarga 

pada tahun 2019. Dengan adanya penurunan jumlah KPS, menyebabkan 

jumlah golongan keluarga miskin di Kabupaten Luwu mengalami penurunan 

dari 46,43% pada tahun 2015 menjadi 43,28% pada tahun 2019. 

Tabel 2.25.  

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 

Tahun 2015-2019 

Tahun 
Jumlah Keluarga 

Pra Sejahtera 

Jumlah Keluarga 

Sejahtera I 
Jumlah Keluarga 

Cakupan Keluarga Pra 

Sejahtera dan Keluarga 
Sejahtera I 

2015 19.361 17.889 80.232 37.250 46,43% 

2016 18.213 17.437 80.700 35.650 44,18% 

2017 17.780 17.072 80.992 34.852 43,03% 

2018 15.014 23.209 85.994 38.223 44,45% 

2019 14.963 22.277 86.029 37.240 43,28% 

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu, Tahun 2020. 

 

Meskipun jumlah keluarga KPS mengalami penurunan, tetapi jumlah 

keluarga KS-I mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa adanya 

keluarga dari kelompok sejahtera yang menjadi KS-I. Peningkatan tertinggi 

terhadap jumlah keluarga KS-I adalah pada tahun 2018 yaitu sebanyak 

23.209 keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan status 

sosial keluarga di Kabupaten Luwu akibat adanya perubahan kebijakan 

nasional terhadap keluarga miskin. 

2.2.20 Indeks Kepuasan Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat 
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dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 

Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan 

secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  

Pelaksanaan survey terhadap IKM didasarkan pada prinsip 

pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila 

pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna 

layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil 

atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu 

lembaga layanan publik. 

Terdapat 8 (delapan) institusi yang dijadikan sebagai sampel dalam 

survey IKM tahun 2020 di Kabupaten Luwu, yaitu Dinas Pendidikan, 

Puskesmas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Perusda Air Minum, Kecamatan/Kelurahan/Desa, Dinas 

Lingkungan Hidup dan RSUD Batara Guru. Berdasarkan hasil survey 

tersebut, diperoleh angka IKM Kabupaten Luwu Tahun 2-2- yaitu 79,28. 

2.2.21 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan 

Daerah 

Kemampuan keuangan dari suatu daerah dapat dilihat dari besar 

kecilnya PAD yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan 

dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD 

selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk 

mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, 

semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan 

semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi 

pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan unsur yang penting dalam 

pendapatan daerah.  

PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah 

selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. 

Keseluruhannya merupakan sumber pendaaan penyelenggaraan 

pemerintah di daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah 

menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai 

rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan 

suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu 

pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Dengan kata lain 
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persentase PAD terhadap total pendapatan daerah merupakanindikasi 

derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.  

Berdasarkan perkembangan data keuangan daerah Kabupaten Luwu 

selama periode 2015-2017, memperlihatkan bahwa realisasi PAD 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi, tetapi pada tahun 2018 sedikit 

menurun, namun kembali meningkat di tahun 2019. Pada tahun 2015 

pendapatan Kabupaten Luwu yang bersumber dari PAD sebesar Rp78,56 

milliar, meningkat menjadi Rp109,17 miliar pada tahun 2017, menurun 

menjadi 106,87 miliar pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 

Rp113,77 miliar pada tahun 2019, yang berati selama periode 2015-2019 

penerimaan PAD Kabupaten Luwu tumbuh sekitar 44,82% dengan rata-

rata pertumbuhan sebesar 10,06% per tahun. Peningkatan PAD yang 

cukup tinggi ini menyebabkan rasio PAD terhadap total pendapatan juga 

meningkat dari 6,37% pada tahun 2015 menjadi 7,85% pada tahun 2019. 

Tabel 2.26.  

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019 

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

PAD (Rp Juta) 78.558,30 95.564,29 109.172,77 106.865,74 113.768,44 

Pendapatan Daerah (Rp Juta) 
1.233.809,1

5 

1.397.284,6

1 

1.292.583,0

8 

1.323.121,8

8 

1.449.067,0

7 

Persentase PAD terhadap 

Pendapatan Daerah (%) 
6,37 6,84 8,45 8,08 7,85 

Sumber : BPKAD Kabupaten Luwu, 2020. 

 

Kecenderungan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang 

menurun pada 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan bahwa 

ketergantungan Kabupaten Luwu terhadap transfer dana dari pihak 

eksternal (pemerintah pusat dan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan) 

masih sangat tinggi, yang berarti pula bahwa derajat kemandirian 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu selama periode 2017-2019 

tidak semakin membaik. Hal ini harus menjadi perhatian untuk secara 

maksimal menggali potensi PAD sesuai kewenangan daerah, agar 

kemandirian daerah semakin meningkat dan pembiayaan pembangunan 

untuk mempercepat kesejahteraan rakyat semakin besar. Oleh karena itu, 

pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu dikaji 

sejauhmana efektivitasnya dan strategi apa yang perlu dilakukan untuk 

menjadi kebijakan di masa depan. Berikut disajikan pertumbuhan PAD dan 

proporsinya terhadap pendapatan daerah. 
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Grafik 2.14.  

Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah 

Tahun 2015-2019 

 

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020. 

 

2.2.22 Opini BPK 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan 

pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan 

yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria 

yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan 

pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 

empat jenis opini BPK yakni (1) Wajar tanpa pengecualian (unqualified 

opinion); (2) Wajar dengan pengecualian (qualified opinion); (3) Tidak wajar 

(adversed opinion) dan (4) Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion). 

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Luwu 

dalam lima tahun terakhir memporelh opini Wajar tanpa pengecualian (WTP).  

2.2.23 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) 

dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan 

instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, 

baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang 

dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan 

semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). PPH dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, 

produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, 

maupun keragamannya. 
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